
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
NOMOR I TAHUN 2024 

TENTANG 

Pl•;·nJNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN._BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP 

DESA DI KABUPATEN OGAN KC>MERING ULU TIMUR 

Mc 111rnba ng 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (3) dan 
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Ufiaang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa, sebagaimana telah diubah bebrapa kali 
terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan ke dua atas Peroturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaks:anaan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dan tata 
cara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan 
rctribusi daerah kepada desa di Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur; 

b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf 2. di atas, maka perlu diatur dan 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu 
Timur. 

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahu~ 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dar Kabupaten Ogan 
llir di Provinsi Sumatera Selatan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4347,; 

2. Undan~-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmf"rintahan Daerah (Lembara·1 Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambnhan Lembaran Negara 
fkpublik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah 
bcb.::rapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentnng Pemerintahan 
Daerah(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Norn~r 5679); 
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4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
10 1 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimam1 telah beberapa kaJi 
diubah terakhir dengan Peraturan Pcmerintah Nomor 11 Tahun 
20 19 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan PeJak:;anaan 
Undang-lJndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lcmbaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

6. Pcraturan Per.ierintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Pcrub8han Atas Peraturan Pemerintah :'-Jomor 18 Tahun 
20 16 lcntang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndone~ia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara 1..:epublik Indonesia Nomor 6402); 

7. f>eratumn Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 l 7 ten tang 
PcmbirwE n dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemer·intahan 
D,11::ral• (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nornor 73, Tambahan Lembaran Nega:-a Republik Indonesia 
Nomor 6041 ); 

8. Pcraturan Pemerintah Nomor I 2 Tahun 2019 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
l,1<lonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Pcrc1luran Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
t,:ntang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 



- 3 -

13. l'craturan Mentcri Dalam Negcri Nomor 73 Tahun 2020 
tcntang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
N<'gura Rcpublik Indoncsi;:J Tahun 20?.0 Nomor 1496); 

14 . Pcraturan Mcnteri Dalam Negcri Nomor 77 Tahun 2020 
tcntang 1-'edoman Teknis Pengclolaan Keuangan Daerah 
(lkrita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Kcputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Kcuangan, Menteri Dcsa, Pernbangunan Daerah Te rtinggal 
dun Transmigrasi dan Menteri Pcrencanaan Pembagunan 
Nasional/ Kepala Badan Percncanaan Pembangunan 
Nasionnl Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 
954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017, Nomor: 
0 l /SKB/M.PPN/ 12/2017 tentang Penyelarasan dan 
Pcngllatan Kebijakan Percepalan Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentarig Dcsa; 

16. J>craturan Dacrah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur· 
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan 
[klanja Dacrah Kabupalcn O~an Komcring Ulu Timur 
' i';:; hun Angga ran 2024 (Lembaran Dt1erah Kabupaten Ogan 
Ko mering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 12); 

17. Pcraluran Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 
Tahun 2011 ten tang Pedoman Pembentukan Majelis 
Pertimbangar. Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
(Serita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
201 I Nomor 11); 

18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Desa 
(Serita Daerah Kabupaten Ogan Y..omering Ulu Timur Tahun 
2018 Nomor 70) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 7 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan 
Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelol~an Keuangan Desa (Serita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 
47); 

19. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 
Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati 
dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Selanja Desa dan Rancangan 
Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
clan Belanja Desa Kepada Carnat (Serita Daerah Kabupaten 
Ogan Komcring Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 85); 

20. Pcrntura, Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 74 
Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan 
Uarang da n Jasa di Desa (Serita Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 74). 
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21. Peratllran 13upati Ogan Komering Ulu Timur Nornor 66 
Taflun 2023 tentang Pcnctapan Pa~u Alokasi Dana Desa, 
Pagu Bugi 1-fa3il Pajak dan Retrihusi, Pagu Alokasi Bantuan 
Kcuanµ.an B<::rsifat Khusus yang fkrsumbc r dari Anggaran 
Pcnda palan dan Belanja Daerah, dan Pagu Dana Desa 
Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Kabupaten Ogan · 
Komcril'lg Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 66). 

MEMUTUSKAN : 

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN 
PENETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSJ DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN 
KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertia11 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan : 

I. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur. 

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang 
selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan 
masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Kom•!ring Ulu Timur. 

6. Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang 
selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan 
Kcuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur. 

7. Kcpala Di.ias Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 
Kcpala Dinas Pemberdaya-in Masyarakat dan Desa 
Kabupatcn Ogan Komering Ulu Timur. 

8. Kccamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 
baGian wilayah dari daerah Kabupater: Ogan Komering Ulu 
Timur yang dipimpin oleh Carnal Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur. 

9. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu 
tugas Bupati di wilayah Kecamatan. 

l 0. Oesa adalah desa dan desa adat a tau yang, disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut De~a, adalah kesatuan 
masyco1rakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
bcrwcna11g untuk mengatur dun mcngurus urusan 
pemer'i1tahan, kepentingan masyurakat setempat 
bcrda!sarkan prakarsa masyarakal, hak asal usul, dan/ a tau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pcmeriutahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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1 l. Bagi hasil pajak dacrah d an rclrihusi daerah adalah bag;an 
dari pencrimaan hasil pajak daerah dan rctribusi daerah 
yang dibcrikan kcpacta Pemcrintah Dcsa termasuk 
tambahan bagi hasil pajak bumi dan bangunan perdcsaan 
dan perkolaan. 

12. Pemerintahan Desa adalah penyclcnggaraan urusan 
pcmcrintahan dan kcpentingan masyarakal sctempal dalam 
sislem pemerinlahan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia. 

13. Pemerintah Dcsa adal4h Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai uns ur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

14. Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 
yang melaksanakan f ungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

15. Majelis Pertimbangan Desa yang selanjutnya disingkat MPD 
atau yang disebut dengan nama lain adalah salah sa.tu 
kmbaga Desa yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah 
dcsa, melaksanakan fungsi memberikan masukan kepada 
Kcpala Desa dalam penyelesaian masalah - masalah yang 
a1a di deRa. 

16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta scgala sesuatu berupa uang 
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban desa. 

17. Pcngelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, 
Pclaporan dan Perlanggungjawaban Kcuangan Desa. 

18. fkn caua Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut 
RKPDes adalah Penjabaran dari Rencan..:i Pembangunan 
.Jangku Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

19. Anggaran Pcndapatan dan Belanja Desa, c;elanjutnya disebut 
APBDr!s, adalah rencana keuangan tahuaan pemerintahan 
Desa. 

20. Pcncrirm1an Dcsa adalah uang yang maf.uk ke Rekening Kas 
Dcsa (RKD). 

2 1. Pengduaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening 
Kus Desa (RKD). 

22. Pcndapatan adalah scmua penerimaan desa dalam 1 (satu) 
tuhun anggaran yang menjadi hak deua dan tidak perlu 
dikcmbalikan oleh desa. 

23. F3elanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan 
l<ewajiban desa daJam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak 
akan diterima kembali oleh desa. 

24. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang ak.an diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun anggaran benkutnya. 
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25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
selanjutnya disingkal PKPKD, adalah Kepala Desa atau 
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai 
kcwenangan menyclenggarakan keseluruhan pengelolaan 
1<c1Jangan dcsa. 

26. Pclaksanu Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya 
disingkat PPKD, adalah perangkat Desa, yang melaksanakan 
pcngelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala 
dcsu yang menguasakan sebagian kekuAsaan PKPKD. 

27. 8ckretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan 
sdmgai 1.rnsur pimpinan sekretaric.1t desa yang menjalankan 
t ugns sebagai koordinator PPKD. 

28. l(cpala urusan, yang selanjutnya disebut kaur, adalah 
perangkut desa yang berkedudukan sebagai unsur staf 
sckrctariut clesa yang menjalankan tugas PPKD. 

29. l{epa lc:1 seksi, yang sdanjutnya disebut Kasi, adalah 
pcrangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana 
tcknis yang menjalankan tugas PPKD. 

30. Anggman Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan 
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
olch F'emcrintah Daerah dan Dewan Perwak.ilan Rakyat 
Dacrnh, clan ditetapkan dengan Peraturan Oaerah. 

31. l~ckcning Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat 
l~KUD, adalah Rekening tempat Pcnyimpanan Uang Daerah 
yang ditcntukan oleh Bupati untuk menar!ipung seluruh • 
pcncrimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
dac;·ah pnda Bank yang ditetap:rnn. 

32. r~ekcning Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah 
tempat menyimpan uang Pcmcrintahan Desa yang 
mcnampung seluruh pcnerirnaan Desa dan digunakan 
untuk membo.yar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) 
rekening pada Bank yang ditetapkan dengan spesimen 
tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. 

33. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna 
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar 
yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

34. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara 
pendapatan desa dengan belanja rlesa. 

35. Delisit Anggaran Desa e.dalah selisih kurang antara 
pendapatan desa dengan belanja desa. 

36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 
SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 

37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan 
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana 
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan 
keuiatan yang telah ditetapkan ctr.lam APBDes. 
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38. Dokumen Pela ksunaun Perubahan Anggaran yang 
sclunjutnyu di::;ingkat DPPA adalah dokurncn yang memuat 
pcrubahan rincian kcgiata n, a nggnnm yang disediakan clan 
rcm:ana pcnnrikan clnna unluk kcgiutan yang a kan 
cli l;i ksana lrnn bcrdasarkan kcginlun ya ng telah ditctapkan 
dnl11111 Pcruhnhan APIJDcs dan/ntnu Pcruha han Penjabaran 
APUlJcs. 

3Y. DokLtn1en Pclaksanaan Anggaran Lan_julan _yang se la njutnya 
disingk-,\t DPAL ndaluh dokumcn ya ng memuat kcgiatan, 
anggiJran clan rencana pe narikun dana untuk kegiatan 
l1111ju 1. 1n ynng ::inggurnnnya bc.:m s;il dari SILPA tahun 
nngg,1r.tn scbclumnya. 

40. l'('ngaoaan Barang/Jmw Dcsu yang sclanjutnya disebut 
cll:11gn11 pcngadaa n barang/jasa ndalah k"!giatan u ntuk . 
mcmp\.! rolch barang/jasa oleh Pcmcrin tah Desa, baik 
dibkukan melalui swakclola dar/alnu penycdia barang/jasa. 

4 I . lfr:1c:unu Anggaran Kas Desu yang sclanjutnya dise bu t RAK 
Dcsa adalah dokumen yang memuul arus kas masuk dan 
arus kas kcluar yang digunakan mcngatur Penarikan dana 
duri rckening kas untuk mendanai pcngeluaran-pen geluaran 
bcrdasarkan DPA yang tela h disahkun oleh kepala desa. 

42. Rcncana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat 
RJ>D adalah Dokumen yang memuat angga;·nn dan rencana 
penarikan da na dari Rekening Kas Desa untu k kegiatan 
setiap Tahap, per Sumberdana berdasarka n Rencana 
Anggaran Kas Desa. 

43. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN 
a dalah dokv.men yang diterbitkan oleh Ba nk/ Pos Persepsi 
atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor 
Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) berupa kombinasi 
huruf dan angka sebanyak 16 digit. dan Nomor Transaksi 
Bank (NTB) a tau Nomor Transaksi Pos (NTP) sebagai sarana 
administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan 
surat setoran. 

44. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan 
pcngadaan barang dan jasa. 

45. Radun Kerjas ama Antar Desa yang selanjutnya disingkat 
BKAD, adalah sebuah Lembaga yang dibentuk atas dasar 
Kcsepakatan Antar Desa di dalam satu wilayah Kecamatan. 

46. Aparat Pengawas Internal Pemerintahan yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah Inspektorat daerah kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur. 

Bagian Kedua 

Asas Pengelolaan Keuangan Desa 
Pasa12 

( 1) Kcuangan Desa dikelola berdasarkan 
akuntabel, partisipatif serta dilakukan 
dis iplin anggaran. 

asas transparan, 

dengan tertib d~n l 
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(2) /\PBIJ1·:1 mc:rupakan clasar pcngclolm111 kcuu11ga11 <lesa <lalam 

masa 1 (satu) tahun anggaran mul;ii tanggal 1 
,Jununri :-;umpai dengun langgal 31 Dcscmbcr. 

(3) lkl,,nja Opcrasional Dcsa rnak:-;im:d 3()% dari total anggaran 
1,t:lunja dcsa yang tcrcantum dulam APBDes untuk d esa 
l)<:finilif. 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN PRlNSIP 
Pasal 3 

(l) P,~merintah Daerah memberikan Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retrihusi Daerah kepada Desa dengan 
maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintahan desa. 

(2) Tujuan dibcrikannya Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daera h 
d an Retribu~i Daerah adalah : 

a . Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa sesuai kewenangannya; 

b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan 
desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
;:neningkatkan pemerataan pembangunan, pengendalian 
pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi 
desa; 

c. kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan 
kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; 

cl. mendorong peningkatan swadaya gotong royong 
masyarakat; dan 

c. meningkatkan kemandirian desa . 

(3) Prinsip Pengelolaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Hctribusi Daerah meliputi : 

a. Pcngl'!lolaan keuangan Pencrimaan Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang 
tidak tcrpisahkan dari per,gelolaan keuangan desa dalam 
APBDesa; 

b. Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi 
sccara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa 
melalui lembaga kemasyarakatan; 

c. Scluruh kegiatan harus dapal diperlanggungjawabkan 
se~arn administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan 
pernturan perundang-undangan; dan 

d . Pcnerimaan Bagi Hasil Pajak Daem.h dan Retribusi 
Dacnh digunakan secara hemat, terarah dan 
tcrkendali. 
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BAB JJI 

SUMBER DANA PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH 
DAN RETRIBUSI DAERAH 

PasaJ 4 

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupa ten Ogan Komering Ulu Timur dengan Perhitungan 10% 
(sepuluh persen) dari realisasi penerimaan h asU pajak d aerah 
dan retribusi daerah Kabupaten setelah dikurangi realisasi 
penerimaan hasil retribusi pelayanan kesehatan. 

BAB IV 
PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN BAGI HASIL 

PAJAK DAERAH DAN RETRlBUSl DAERAH 

Pasal 5 

( I) Pcnetapan Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah T,hun 2024 sebcsar Rp. 5. 165.944.000,­
(lima rniliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus 
cmpat pu;uh empat ribu rupiah) yang terdiri da ri Bagi hasil 
pujak Daerah sebesar Rp. 4. 71 \J.944.000,-(empat milyar 
tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus ernpat puluh 
cmpat ribu rupiah) dan Bagi Has il Retribusi Daerah sebesar 
Rp.446.000.000,-{empal ratus cmpat puluh enam juta 
rupiah) untuk Desa Definitif cfalam Kabupaten Ogan 
Komcring Ulu Timur. 

(21 Penctupan Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retrihusi Daerah Tahun 2024 sebcsar Rp. S. 165.944.000,­
{lima miliar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus 
e mpat puluh empat ribu rupiah) yang te,diri dari Bagi has il 
pujak Daerah scbesar Rp. 4 .7 19.944.000,- (empat milyar 
tujuh ralus sembilan belas juta scmbilan ratus em pat puluh 
cmpal ribu rupiah) dan Bagi Hasi l Rctribusi Daerah sebesar 
Rp. 446.000.000,- {empat ratus empat pu!uh enam juta . 
rupiah) untuk Desa Dcfinitif dnla m Ka bupaten Ogan 
Km:icring Ulu Timur. 

Pl ,\lokasi Pcnerimaan Bagi Husil Pajak Daerah dan Retribus i 
Dacrah sebagaimana dima ksud pada ayat (1) merupa kan 
nlokasi sernentara berdasarkan rc ncana penerimaan h asil 
paja k daerah dan retribusi dacrah Kabupaten setelah 
dikurangi realisasi penerimaan hasil retribus i pelayanan 
kesehatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024. 

(4) Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah definitif akan ditetapkan setelah memperhitungkan 
realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
Kubupaten setela.h dikurangi realisasi penerimaan has il 
retribusi pelayanan kesehatan yang ditetapkan pa da Bulan 
Januari Tahun 2024 cengan Keputusan Bupati. 

.. 
' 
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(5) Dalam ha! terdapat selisih kurang bayar dan/atau lebih 
bayar penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah terhadap a lokasi sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) da n alokasi definitif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan melalui 
Kepulusan Bupati. 

(6) Pagu Penerima::in Bagi Hasil Pajak Daerah clan Retribusi 
Daerah ~·.ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi untuk 
AD dan AF. 

(7) AD ditetapkan sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) 
dari jum!ah Penerimaan Bagi l-lasil Pajak Daerah dan 
Relribusi Daerah Kabupaten keseluruhan setiap desa . 

(8) J\F ditetapkan scbcsar 7% (tujuh pcrscn) dari jumlah 
Pcnerimaan Bagi Hasil Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah 
l<abupaten keseluruhan berdasarkan re'llisasi target PBB 
sclia1; dcsa. 

Pasal6 

( I) Pagu Penerimaan Bagi Hasil Pajak DaGrah dan Retribusi 
Daernh untuk setiap desa merupakan penjumlahan AD dan 
/\F m::1sing-masing desa . 

AO = Alokasi Dasar 
/\J< = Alokasi F'ormula bcrdasarkan rcalisasi PBB per desa 

(2) Rumusan pagu Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Rctribusi Daerah untuk setiap dcsa sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) dikecualikan bagi desa persiapan. 

Pasal 7 

(1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibagi 
secara merata kepada 305 (tiga ratus \ima) desa. 

(2) Besaran AD untuk masing-masing desa adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Per~turan Bupati ini (Lampiran 
I). 

Pa~al 8 

(1) AF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibagi 
secara Proporsional kepada 305 (tiga ratus lima) desa. 

(2) AF untuk masing-masing desa dihitung dengan 
mempertimbangkan berdasarkan realisasi PBB per desa. 

(3) Besaran AF untuk masing-masing desa adalah sebagaimana 
tercantum dalam Peraturan Bupati ini (Lampiran I) . 

Pasal 9 

Beimran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Penerimaan 
Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk masi11g-masing Desa adalah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini 
ILampiran Ia, Lampiran lb dan lampiran le}. 1J. ~ 
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OABV 

l'l•:NYALUl<AN DAN PENCAIHAN PENl£RIM/tAN BAGI HASIL 

PA.JAi< DAN HETRIBU81 DAERAH 

raragraf I 

Tahapan Pcnyalurnn 

P,;i:-ml l 0 

(I) l1c11ynl11rn11 Pcncrimuan 13agi I lusil r,~jak Dacrah dan 
l<c:Lribusi Duerah (PBH) dilakukan rnelalui pemindahbukuan 
cluri Rckcning Kas Umum Daernh (l~KUD) kc Rekening Kas · 
lksa (RKD) . 

(2) l'cnynlurnn Pcnerimnan Bagi 11:isil Pajak Dacrah dan 
l<ctribusi Dacrah scbagaimana dimaksud pacia ayat (1) 
dil11kukan sccara bcrtahap, dengan ketcntuan tahap I dan 
Luhap II paling lambat bulan Juni, Tahap III Paling lambat 
bulan Seplember dan tahap IV paling lambat bulan 
Desember. 

(3) Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (PBH) tahap I dilaksanakan setelah Bupati 
melalui Camat telah menerima Dokumen Peraturan Desa 
mengenai APBDes dari Kepala Desa secara lengkap, benar, 
dan sah. Selanjutnya Camat menyampaikan Peraturan 
Desa meng~nai APBDes kepada Kepala Sadan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur dalam bentuk dokumen digital (PDF). 

(4) Penyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (PBH} dari RKUD ke RKD tahap II 
dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat menerima 
laporan realisasi Penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {PBH) tahap 1 melalui 
Aplikasi Sistem Keuangan Desa dari Kepala Desa. 
Selanjutnya Camat meny:1mpaikan arsip dokumen Laporan 
Lernebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (BPKAD) mela lui Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
clan Desa Kabupaten Ogan Kom,:ring Ulu Timur dalam 
bcntuk dokumen digital (PDF} 

(5) Pcnyaluran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Rctribusi Daerah (PBH) dari RKUD ke RKD tahap Ill 
dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat menerima 
\uporan r<'ulisasi Penggunaan Oc\na Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) sampai dengan 
tuhap II melalui Aplikasi Sistem Kcuangan Desa dari Kepala 
Dcsa. Selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen 
Lapornn Lersebut kepada Sadan Pcngelolaun Keuangan dan 
Asel Dacrah (BPKAD) mclalui Dinas Pemberdayaan 
Masyorakal dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur A 
dalam bentuk dokumen digital (PDF). '14-l .. 
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(<>) !'<'nvulurnn Pcncrimuun Bn1!i I l1rnil Pajak Dacruh dan 
l~l'tribusi lJuernh (Pl.\1-1) dari IH.;UD kc RKD Tuhap IV 
dilaksunulrnn sclduh IJu pali Mclnlui Caml:ll mcncrima 
lnporun rcalisasl pcnggunm111 D111111 l'cncrirnuan Hugi I Jusil 
Pujuk Dncruh dun Rclribusi Ducrnh (PBII) sampui dcngun 
Tahap Ill melalui Aplikosi Sistcrn l{cwrngan Deso dari 
Kepala Desf\. Sclanjutnya Camnl rnenyampaikan arsip 
dnkumen laporan terscbut kepadu Baclan Pengclolaan 
l(euangan dan Aset Daerah melalui Dinas Pembcrdayaan 
Masyarakat clan Desa Kabupatcn Ogan Komering Ulu Timur 
dalam bentuk dokumen digital (PDF). 

Paragraf 2 

Pcrsyaratan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (PBH) 

Pasal 11 

(1) Kepala Dcsa mengajukan permohonan pencairan 
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(PBH) untuk anggaran lanjutan (OPAL) atau Tahap I kepada 
Bupati Cq. Camat (lengkap, benar dan sah) berdasarkan 
Ccklist Kelengkapan Dokumen dari desa baik Dokumen 
Hard Copy maupun Dokumen Digital (PDF) clan 
diti11daklanjuti dcngan Ceklist Kelengkapan Dokumen dari 
Kccamatan (lengkap, bcnar dan sah), selanjutnya Camat 
mcnyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan dari 
l(cpala Desa beserta Dokume·n Ccklist Keca matan kepada 
Kcpala Di:.dan Pcngelolaan Kcuangan Dan Asel Daerah 
(BPKAD) mclalui Kepala Dinas Pcmberdayaan Masyarakat 
dan Desa dalam ben tuk Dokumen Digital (PDF) dan beberapa 
Dokumen llard Copy, diantaranya: 
a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (Dokumen Ha rdcopy 

dan PDF) 

b. Permohonan Pencairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak 
D;.aah dan Retribusi Daerah (PBH) dari Kepala Desa 
(Lampiran V). (Dokumcn Hardcopy) 

e. Laponrn Realisa8i Penggunaun Penerirnaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah clan Retribusi Ducrah (PBH) Tahap Akhir 
lt,h•.m sebelumnya melalui Apliknsi Sistem Keuangan 
D,~sa ( I b). 

<I . Kcputusan Kepala Desa tentani!, Pcnggunaan Penerimaan 
Bagi Hasil Pajak Dnerah dan Retribusi Daerah (PBH) · 
yang sudah disahkan unt.uk tahun berjalan., dcngan 
lampirnn: 

a. Ringkasan APBDes Penerirnaan Bagi Hasil Pajak 
Dacruh dan Rctribusi Dncrnh (PBH) Tahun berjalan 
mclal ui Aplikasi Sistem Keuungan Desa. ( 1 a, 1 b) . 

uf 
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Pasal 12 

( 1) Kepala Desa mengajukan pennohonan pcncairan 
Penerimaan Bagi HasU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(PBH) Tahap I atau Tahap II kepada Bupati Cq. Camat 
(lengkap, benar dan sah) berdasarkan ceklist Kelengkapan 
Dokumen dari desa dan ditindaklanjuti dengan eek.list 
Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan (lengkap, benar 
dan sah), selanjutnya Camat menyampaikan arsip 
dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa beserta 
D0kumen Ceklis Kecamatan kepada Kepala Sadan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam 
bcntuk Dokumen Digital (PDF) dan beberap~ Dokumen Hard 

copy diantaranya : 

a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (PDF dan Dokumen 

Hard copy) 
b. Permohonan Pt':ncairan Penerimaan Bagi Hasil Pajak 

Daerah dan Retri.busi Daerah (PBH) dari Kepala Desa. 
(Lampiran V). (Dokumen hard copy) 

c. Laporan Realisasi Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap 
sebelumnya melalui Aplikasi Sistcm Ke-..iangan Desa (lb). 

cl. Rencana Penggunaan Dana (RPO) ses11ai Kode Rekening 
Kcgiatan dan Belanja Pada Siskeudes untuk tahap 

l/ta!1ap II. {Lampiran VI). 
e. Surat Pemyataan Tanggung jawab Kepala Desa tentang 

Pcn~gunaan Penerimaan Bagi Ha~il Pajak Daerah dan 
Rl"tribusi Daerah (PBH) tahap sebelumnya, bermaterai 

Rp. I 0.000 (sepuluh ribu). (Lampiran Vlll. 
f. Surat Pernyataan Fakta Intcgritas Tanggung jawab · 

Mutlak Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah 
dan Rctribusi Daerah (PBH) ditcrima, bermaterai Rp. 

I 0.000 (sepuluh ribu) 1Lampirun VIII l-
g. Potocopy bukti bayar pajak kcgiatan yang diterbitkan 

oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi p~nerimaan 
negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap 
sebelumnya. (wajib). 

h. Foto copy bukti setor balik s isa dana tf.hap sebelumnya 
diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada). 

1. Foto copy Dokumen pertanggungiawaban (SPJ) desa 

Tahap sebelumnya yang disampaikan kepada Ca.mat 
melalui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib). 

J· Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening Yang 
ditandatangani oleh Kepala Desa (Lampiran IX). 

k . Melampirkan daftar insentif MPD per bulan yang 
ditandatangani Oleh Kepala Desa beserta Soft copy 

(Lampiran X). ,J. l 
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I. Melampirkan foto copy Surat keputusan Pengangkatan 

MPD. 
rn. Lembar verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa 

untuk Permohonan Pencairan . (lengkap, benar dan sah). 
(Lamp=ran XI.a) . 

n. Surat pcngantar dari Camat. (Dokumen Har dcopy) 
o. Surat permohonan pencairnn desa dari Carnat. 

(Dokuinen Hard copy) 
p. Lembar Verifikasi dan Kelengkapnn Berkas Desa dari 

Kccamalan untuk Permohomm Pencairan yang di 

verifikasi tim verifikasi Kecamalan. (kmgkap, benar dan 
suh) . {Lampiran Xl.b). (Dokumen Hard :;opy) 

Pasal 13 

( 1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan 
Penerimnan Bagi Hasil Pajak Dacrah -:ian Retribusi Daerah 
{PBH) Tahap II atau Tahap 1111 kcpada Bupati Cq. Carnat 
(lcngkap, benar dan sah) ucrdasarkan Cck List 
Kclcngkapan Dokumen dari dcsu dan ditindaklanjuti · 
rlcngar·, Ccklist Kelengkapan Dokumen dari Kec:amatan 

(kngkap, benar dan sah), selanjutnya Camat 
mcnyarnpaikan arsip dokumen pcrmohonan pencairan 
dari Kepala Desa beserla Dokumen Ceklis Kecamatan 
kcpada Kepala Badan Pengelola Kcuangan dan Aset Daerah 
Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
dalam bentuk Dokumen Digital (PDF) dan beberapa 
Dokumen Hard copy diantaranya : 

a. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (PDF dan Dokumen 
Hard copy) 

b. Permohonan Pencairan Penerimaan Be.gi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerab (PBH) dari Kepala Desa. 
{Lampiran V). (Dokumen Hard copy) 

c. Laporan Realisasi Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap 
sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa ( 1 b). 

d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rekening 
Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudes untuk tahap 
11/tahap III. fLampiran VI). 

e. Surat Pemyataan Tanggung jawab Kepala Desa tentang 
Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (PBH) tahap sebelurnnya, bennaterai 
Rp. 10.000 (S,epuluh ribu). (Lampiran Vlll. 

Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggung jawab 
Mutlak Penggunaan Penerimaan Bc:.gi Hasil Pajak Daerah 
dan Retribu!';i Daerah (PBH) diterima, bermaterai Rp. 

r. 

10.00C' {Sepuluh ribu) {Lampiran VIII}. 
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g . Folocopy bukti buyar pajak kegiatan yang diterbitkan 
oleh Bank/ Pos Persepsi ams transaksi penerimaan 
1wg:'lra dengan Lcraan NTPN dan NTB/NTP tahap 
sebdumnya. (wajib) . 

h. r◄'otocopy bukti setor balik sisa dana tahap sebelumnya 
dif<:rhitkan oleh bank. (wajib jika ada). 

i. F'o:0copy Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa 
Tahap seuelumnya yang disampaikan :{epada Camat. 
melaJui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib). 

J . d urat Kuasa PemindaJ1buku::111 Rekening Yang 
dilandalc:1ngani olch Kepala Dc~;u (Lampiran [X). 

k. Melampirkan daftar insentif' MPD per bulan yang 
ditandalangani Olch Kepala Dcsa beserta Softcopy 
(Lampiran X). 

a. Melampirkan foto copy Surat keputusan Pengangkatan 
Perangkat Desa clan Lembaga Desa. 

in. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa 
untuk Permohonan Pencairan. (lengkap, benar dan sah). 
(Lampiran XI.a). (Dokumen Hard copy) 

n. Surat pengantar dari Camat. (Dokumen Hardcopy) 

o. Surat permohonan pencairan desa dari Camat. 
(Dokumen Hard copy) 

p. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari 
Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang di 
verifikasi Tim Verifikasi Kecamatan. (lengkap, benar dan 
sah). (Lampiran XLb). (Dokumen Hard copy) 

Pasal 14 

(1) l(epala Desa mengajukan permohonan pencairan 
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(PBH) Tahap 1lI atau Tahap IV kepada Bupati Cq. Camat 
(lcngkap, benar dan sah) berdasarkan Ceklist Kelcngkapan 
Dokumen dari desa dan ditindaklanjuti dengan Ceklist 
Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan (lengkap, benar 
clan sah), dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip 
dokumen permohonan pencairan dari Kepala Desa beserta 
Dokumen Ceklis Kecamatan kepada Kepala Badan 
Pengelola ;(euangan dan Aset Daerah llf.elalui Kepala Dinas 
Pcmberdayaan Masyarakat dan D~sa dalam bentuk 
Dokumen Digital (PDF) dan beberapa Dokumen Hardcopy 

diant.aranya : 
u. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (PDF dan Dokumen 

Hard copy) 

b. Perr.".ohonan Pencairan Penerimaan 
Du<.:rah dan Retribusi Daerah (PBH) 
(L;.impiran V). (Dokumen Hard copy) 

Bagi Hasil Pajak 
dari Kepala Desa. 

9-!~ 
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c. Laporun Realisasi Pen~nnan Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Dacrah dan Rctribusi Daerah (PBH) tahap 
scbelumnya melalui Aplikasi Sislcm Keuangan Desa (1 b). 

d . Rencann Penggunaan Dana (RPD) sesuai Kode Rckening 
Kegiatan dan Belanja Pada Siskeudcs untuk tahap 
111/tahnp IV.1La mpiran VI) . 

e. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala Desa tentang 
Penggunaan Penerimaan Ba6i Hasi\ Pajak Daerah dan 
Retribus i Daerah (PBH) tahap sebelumnya, bcrmaterai 
Rp. 10.000 (sepuluh ribt:). (Lampiran VII}. 

f. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggung jawab 
Mutlak Pengguno.n.n Pencrimaan Oagi Hasil Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (PBH) diterima, bermaterai Rp. 
10.000 (sepuluh ribu) {Lampiran VIII}. 

g. Fotocopy bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan 
oleh Bank/ Pos Persepsi atas transaksi penerimaan 
negara . dengan teraan NTPN dan NTB / NTP tahap 
sebelumnya. (wajib). 

h . Potocopy bukti setorbalik siso dana tahap sebelumnya 
diterbitkan oleh bank. (wajib jika ada). 

i. F'or.o copy Dokumen pertanggunajawaban (SPJ) desa 
Tahap sebeh.1mnya yang disampaikan kepo.da Camat 

mela~ui Kasi PMD kecamatan (arsip wajib). 

j. Surat Kuasa Pemindahbukuan Rekening Yang 
ditandatangani oleh Kepala Desa (Lampi ran lX). 

k. Melampirkan daftar insentir MPD per bulan yang 
ditandutangani Oleh Kepala Desa beserta Soft copy 
(Lampirnn X). 

I. Melampirkan foto copy Surat keputusan Pengangkatan 
Petangkat Desa dan Lembaga Desa. 

m. Le mbar Verifikasi dan Kelengkapan Bcrkas dari Desa 
unt,.1k Perrnohonan Pcncairan . (lengkap, benar dan sah). 

(Lclm piran XI.a). 

n. Sur;J.l pcngantar dari Camat. (Dokumen Hard copy) 

o . S urat pcrmohonan pencairan ctesa dari Carnat. 
(Do:rumcn Hard copy) 

p. J.cmbar Verifikasi dan Kelengknpan Berkas Desa d ari 
Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang di 
verifikasi tim verifikasi Kecamntan. (lengkap, benar dan 
sah). (Lampiran XI.b). (Dokumcn Hard copy) 
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Pencairnn Pc ncrimAan Bagi Hasi l Pajak Daerah 
dan Rctribusi Daerah (PBH) 

Pasal 15 

(I) Pencrimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
digunoktm untuk membiayai : 

a . Bidang Penyelenggaraan Pemerintaltan Desa; 

b . Bidang Pelak~anaan Pembangunan Desa; 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakntan Des,; 

d . Bidanr, PemberdLyaan Masyarakal Desa; dan 

,. . Bi<lantt Pcnan gg\.'lun gan Bencana , Keadaan Darurat dan 

Mendcsak Desa. 

(2) "la~ifikasi helanja sebagaimana dimaksud pada ayal (I) 
huruf a sampa1 denga n huruf d dibagi d<1larn sub bidang dan 
kcgiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah 
d iluangkan dalam RKP Desa. sebagaimana terlampir pada 
lampiran XII. 

(3) "las ifi kasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf e dibagi dalam sub bidang sesuaj C:engan kebutuhan 
Dcsa ~mtuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan 
mendes ,1k yang terjadi di Desa. 

Bagian Kedu.i 

( I ) "l.1sifi~asi l>clanja scbagaimana clim~l:sud dalam Bagian 
" csatu ayat (I) huruf a dibagi dalam Sub Bidt.ng : 

a . Peny'.!lenr.garaan belanja pen~has ila n tetap, tunja ngan 

dan opcrasional pemcrintahan desa; 

b. Sara na da n prasarana pcmerinla han Desa; 

c:. Administrasi kcpendudukan, pcncatatan sipil, statistik. 

dan kcarsipan; 

.J . Tata praja pemerintahan, percncanaan, keuangan dan 

peJaporan; dan 

c. Pen.anahan. 

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Bagian 
Kesa tu ayat ( 1) huruf b dibagi dalam Sub Bida ng : 

a. Pendidika n ; 

b. Kesehata n~ 
c. Pekerjaan umum d an penataan ruang; 

d. Kawasan permukiman; 

e. Kehucanan dan lingkungan hidup; 
f. Perhubungan, komunikas i dan informatika; 
g. Energi dan sumber daya mineral; dan 
h. Pariwisata. 
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(3) t<lusiftkasi belanja ~cbugaimana dimaksud daJam Bagian 
l<esatu aya t ( 1} huruf c dibagi dalam sub bidang: 

o. kl:lentraman, kctcrtiba n , dan pcrlindungan masyarakat; 

b. kcbudayaan dan keagamaan; 

c. kcpemuduan dan oluhraga; d,m 

cl. kdcml>ugua n musyarokal; 

l'\) Klnsifikusi belunja 'scbuga1manu dimat<!' Ud dalam Bagian 

l(csa tu aynt ( l} huruf d dihagi <lalmn sub bidnng : 

;1. kdRutan dan perikanun; 

b. pcrtania n dan peternakan; 

c. pcningkatan kapasilas aparatur Deso; 
d. pcn1l.1rrdayaan pcrempuan, pcrlindungan anak dan 

kcltwrg:i; 
l '. kop, :rasi, usaha mikro kecil dan mcncngah; 

f. duk,.mgan penanaman modal; dan 

g. p·:rdagangan dan pcrindustrhn. 

(5) 1-'. lasifikasi belanja sebagaimana dimaksud da1am Bagian 
Kesa tu ayat ( I) huruf e dibagi dalam sub bidang : 

a. penanggulangan bencana; 

b. keadaan darurat; dan 

c. keadaan mendesak. 

Bagian Ketiga 

(l) Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(PBH) sebagaimana dimaksud pada bagian kesatu ayat (1) 
digunakan untuk : 

I. Bidang Penyelenggaraan Femerintahan Desa. 
a . Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, 

tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa. 

1. Penyediaan Insentif MPD ditetapkan sebagai 
berikut: 

Anggota MPD sebesar Rp. 250.000,­

(dua ratus lima puluh ribu rupiah). 

(2) Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(PUH) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang 
lidak termasuk dalam penggunaan Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Dacrah dan Retribusi Ducrnh (PBH) sebagaimana 
dimaksud pada bagian ketiga ayat ( 1) setelah mendapat 
persetujunn Bupati melalui Carnal. 

(3) PcncrimAan Bagi Hasil Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah 
(PBH) yang dilaksanakan sebagaimana ayat 1 dan 2 harus 
berdasarkan Musyawarah l<encana Pembangunan Desa 
(Musrenbangdes). 
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(4) PcrsCllljuan Bupati melalui Carnal scbagaimana dimaksud 
pada ayaL (2) diberikan pada !-iaal eva luasi rancangan 
pc:rnturc.n Dcsa mengcnai J\P8Dcsc1. 

(5) Daftar J>nrnmctcr Rckcning Al'Blks.r tcrcantum dalam 
Lumpira n XIII yang mcrupakan bagiar yang tidak 
lcrpisahkan dari Pcraturan Bup:ili Ogan Komering Ulu 
Timur ini 

Pasal 17 

( 1) 1'..::merintah Desa dala m Pclaksanaun kegialan yang dibiayai 
dn ri Pcncrimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (PBH) berpedoman pada pedoman teknis yang 
ditetapkan oleh Bupati mengena i kegiatan yang dibiayai dari 
Pcnerimaan Bagi Hasil Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah. 

(2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pcngadaan tenaga 
ahli di bidang pembangunan infrastruktur berasal dari 
warga masyarakat Desa, organisasi perangkat Daerah 
Kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; 
dan/atau tenaga pendamping prolesionaJ. 

(3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Penerimaan Bagi 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) diutamakan 
dilakukan secara swakelola dengan mengguna1<an sumber 
daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih 
banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa 
setempat. 

(4) Pengadaan Barang dan jasa melalui swakelola, dimana 
pelaksanaan swakelola dilakukan oleh Tim Pengelola 
Ke~atan (TPK) adalah tim yang ditetapkan oleh kepaJa desa 
dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah 
Desa dan unsur Jembaga kemasyarakatan desa untuk 
melaksanakan pengadaan barang/ jasa. 

(5) Khusus untuk pekerjaan konstruksi : 

a. dilunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab teknis 
pela ksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap 
mampu atau mengetahui t~knis kegiatan/pekerjaan; 

b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas 
teknis terkait dan/ a tau pekerja (tcnaga tukang dan/ atau 
mandor); dan 

c. Setiap Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan wajib memasang 
papan Proyek. 

Pasal 18 

( 1) Kcpala Oesa bertanggung jawab atas penggunaan Dana 
Pcncrimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan P.etribusi Daerah. 

(2) Pcmeri.1t<1h daerah dapal melakukan pendampingan atas 
pcnggunaan Dana Pencrimaan Bagi HasiJ Pajak Daerah dan 
l~cl ribt•si Dacrah. 
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(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

PasaJ 19 

(1) lnsentif MPD diberikan kepadA Lembaga desa terhitung 
bulun Januuri 2024. 

(2) Lcmbaga dcsa yang diang1<at sampai dengan tanggal 15 

bulan berjalan diberikan inscntif penuh pada bulan 
bersangkuta.n . 

(3) Lembaga desa yang diangkat setelah ta nggal 15 bulan 
berj~lan, pemberian insentif lembaga terhitung mulai bulan 
berikutnya. 

(4) Lembaga desa yang cuti dalam waktu 1 bulan atau lebih 
tidak diberikan insentif lembaga desa pada bulan yg 
bersangkutan mengambil cuti. 

(5) Apabila jabatan lembaga desa kosong . diberhentikan 
sementara dan/ atau diberhentikan, maka insentif lembaga 
desa dapat dialihkan untuk tambahan Penerimaan Bagi 
l lasil Paja k Daerah dan Retribusi D11erah (PBH) bidang 
penyelenggaraan pemerintahan. 

(6) lnscntif lembaga desa yang tidak dapat dicairkan 
sebagaimana dimaksud ayat ;s) dananya akan menjadi Sisa 
lcbih µerhitungan anggoran (SfLPA} dan dianggarkan pada 
Perubahan APBDEs. 

Pasal 20 

(1) lnscntif MPD dihentikan karena yang bersangkutan: 

a. 1-h-:bis masa jabatan; 

b. M..:ninggal dunia; atau 

c . Dibcrhcntikan; 

(2) Anggf)ta MPD yang meninggal dunia, diberikan lnsentif 
samp'I; dcngan bulan yang bcrsangkutan mcninggal dunia. 

BAB vn 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Bagian Kes.at11 

Pcmegang Kekuasaan Pengelulaan Kcuangan Desa 

Pasal 21 

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa 
dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. 

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), mempunyai tugas: 

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes; 

• 
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b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik 
Desa; 

c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
utas beban APBDcs; 

d. Menetapkan PPKD; 

c. Menyctujui DPA, OPPA, dan OPAL; 

r. Menyetujui RAK D\!su; dan 
~- M<>nyetujui SPP. 

(3) Dulam melaksanaka n kekuasaan 
scbagairiana dirnaksud pada ayat 
menguasakan sebagihn kekuasaannya 
desa selaku PPKD. 

keuangan desa 
(2), kepala desa 
kepada perangkat 

(4) Pclimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD 
ditetapkan dengan keputusan kepala desa. 

Bagian Kedua 

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa 
Pasal 22 

PPKD s.--:bagaimana dimuksud dalum Pasal 21 ayat (3) 
terdiri ala~ : 

a. Sckretaris Desa; 
b . Kaur d.1.·:1 Kasi; dan 

c . Kaur keuangan. 

Pasal23 

(1) Sckn.:taris Dt!sa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
huruf (a) bcrtugas sebagai koordinator PPKD. 

(2) Sckretari s Desa sebagaimana dimak~ud pada ayat (1) 
mcmpunyai tugas : 

a . mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan APB Desa; 

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan 
rancanga n perubahan APB Desa; 

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan 
Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan 
kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan 
Perubahan Penjabaran APB Desa; 

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang 
menjalankan tugas PPKD; dan 

f. mengoordinasiknn penyusunan laporan keuangan Desa 
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB 
Desa. 

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Sekretaris Desa mempunyai itugas : 

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan OPAL; 

~l 
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h . m<·lakulrnn vcrifik11si fcrhad11p !~AK Des;i; dan 
c-. mclakukon verifiknsi tr.rhArlnp bukti pcnerimaan dan 

pcngeluurun APB Desa. 

Pasal 24 

( 11 t,nur rlan t<nsi scbagaimuno dimaksud dnlum Pasal 22 huruf 
(h) hertugus scbagui pclnksanu kegiatan urggaran . 

(2) h'.nur i,clwgaimanu dimaksud padu uyal (I } tcrdiri atos : 

a. KuL·r tutu usahu dun umum; dan 

h. lfour pc rcncamu-u1. 

(.1) l\.isi s,·:>.,ig11imana dimuksud pncla ny.rl (I .' fcrdiri a l11s: 
:1. Km·i pcmcrint.ahan; 
b . Kasi kcscjuhtcruan; dun 

c. K,1si pclayanan. 
(4) l(i tl ;r dan Kasi scbagn iman., dimaksud pada ayat (1) 

·nc,npunyai lugas : 

a. mclakukan tindakan yang mc11gakibatkan pengeluaran 
alas bcban anggaran belanja scsuai bidang tugasnya; 

b . melaksanakan anggaran kcgiatan sesuai bidang 
tugasnya; 

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
d . menyusun DPA, DPPA, dan OPAL sesuai bidang 

tugasnya; 
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penycdia 

atas pengadaan barang/jasa :.mtuk kegiatan yang berada 
dalam bidang tugasnya; 

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB 
Desa. 

g. menyerahkan bukti dukung administrasi dan 
bertanggung jawab penuh atas kcbenaran formal dan 
material atas dana kegiatan yang dikelola; dan 

h . setelah kegiatan selesai dilaksanakan, pelaksana 
kegiatan menyerahkan kegiatan kepada kepala desa, 
dalam bentuk berita acara serah terima kegiatan. 

(5) Pcmbagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan 
a nggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
bcrdasarkon bidnng lugas masing-masing dan ditetapkan 
cialam RKP Desa. 

(6) Porma~ berita acara scrah tcrimu kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf h sebagaimana tercantum 
dalam lampiran XIV Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu 
Timur ini. 

Pasa125 

(1) l<aur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dapat dibantu oleh tim 
yang melaksa'nakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang 
karenn sifot dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri~ ( 
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(2) Tirn sc:b:ignimnna dimnksud padn :iy:1t (1) herasal da ri unsur 
penrngkat Desa, lembaga kem~syarakatan Desa dan/atau 
rnn::iynrakat, yang lerdiri alas : 
n. kctua; 
I>. sckrcturis; dan 
c. 11nggota. 

(3) Perangkat Desa scbagaimona dirnnksud pada ayat (2) yaitu 
pclaksam, kcwilayahan. 

(4) Pcmbentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa. 
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melaJui 

Keputusan Kepala Desa. 

Pasal 26 

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
huruf (c) melaksanakan fungsi kebendaharaan. 

(2) Kaur keuangan sebagaimana dima!<:sud pada ayat (1), 
mempunyai tugas : 

a. menyusun RAK Desa; dan 

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima 
menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan 
dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan 
Desa dan pengeluaran daJam rangka pelaksanaan APB 

Desa. 
(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah Desa. 

(4} Kas Tunai di Kaur Keuangan Maksimal Rp. 10.000.000,­
(sepuluh juta rupiah) sisa kegiatan yang sudah 
diJaks4nakan, dan berkewajiban mengembalikan sisa dana 
lcrsebut rnaksimal 2 (dua) bulan dari pencairan/penarikan 
uang di Bank. 

(5) Kaur Kcuangan wajib menatausahakan 
rnempertanggungjawabkan Kegiatan maksimal 1 
bulan dari per:.cairan/penarikan uang di Bank. 

Pasal27 

dan 
(satu) 

(I) Kaur dan kasi pelaksana kegialun a11~aran mengajukan 
SPP dalam setiap pelaksanaan kcgiatan anggaran sesuai 
dcngan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal 
iwma oesar a tau kurang dari yang tertera dalam DPA. 

(2) Pcngajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan 
pelak:;;anaan kegiatan dan anggarnn 

Pasal 28 

( I) Pengg11naan anggaran yang ditcrima dari oengajuan SPP 
scbuguimana dimaksud dalam pasal 27 untuk kegiatan 
pengddaan barang/jasa secara swakclola tidak lebih dari 10 
(s1:puluh) hari kerja. 
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(2) Dalam hul pembaynran pengaduan barang/jasa belum 
dilukukun dulum waklu 10 (scpuluh) hari kcrja, kaur dan 
kasi pcluksunn kcgialan nnggAru n wujib mcngcmbalikan 
duna yung :mdah ditcrima kcpada kaur kcuangan u ntuk 
disimpun dnlum kas dcsn. 

(3) Kaur keuungun mencalal pengcluaran an.i::garan 
sebagalmanu dimaksud pada ayat (I) ke dalam buku kas 
umum. 

(4) Kaur dun kasi pelaksnna kegiatan anggaran menyampaikan 
perlanggungjawabun pencairan anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) berupa buktl transaksi pembayaran 
pengadaan barang/jasa kepada sekretaris desa. 

(5) Sekretaris desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi 
pcmbayaran dengan pertanggungjawaban pencairan 
unggaran yang disampaikan oleh kaur dan kasi pelaksana 
kcgiatan anggaran. 

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran 
baran~/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, 
kaur dan ka.si pelaksana kegiatan anggaran mengcmbalikan 
f.isa uang ke kas desa. 

Pasal 29 

(I) Pcngajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya 
dilaksanukan melalui penyediu barang/jasa dilakukan 
sclclah barang/jasa diterima. 

(21 Pcngajuan SPP sebagaimana dimak:wd pada ayat ( l) 
dilampiri dcngan : 

u. p.__myataan tanggung jawab bclanja; 
b. Bukti penerimaan barang/jusa di tempat. (Buku 

Mu1-::rial); 
c. Dokumcn Penawaran barang/jasa; dan 
<I. Gokumcntasi Foto. 

(3) D:1\ain ~ctiap pengajuan SPP scba!!,aimnna dimaksud pada 
ayal ( i ), sckretaris desa berkewajib.m •.mtuk : 
a. m,:neliti kelengkapan permintaan pembayaran yang· 

diajukan oleh kaur dan knsi pelaksana kegiatan 
anggaran; 

h. rn<!llRUJi kebenuran perhitunv.an tagihan atas beban 
APBDcs yang tercanlum dalam pcrm;ntaan pembayaran; 

c. mcnguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; 
dun 

cl. menolak pengajuan permintuan pembayaran oleh kaur 
clan kasi pelnksnnn kegiatnn nnggarnn apablla tidak 
memcnuhi persyaratan yang ditetapkan. 

(-t) Kepala dcsa menyetujui permintuan pembayaran sesuai 
dengan hasil verilikasi yang dHakukan oleh sekretaris desa. 

(5) Kaur keuangan melakukan pencalran anggaran sesuai 
dcngan be~aran yang tertera dalam SPP setelah 
mendapatkf\n persetujuan dari kepa la Desa. 

I 
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Pasal 30 

Kaur dan kasi pelaksana kegiatan enggaran wajib 
menyampaikan laporan akhir realisc:1s i pelaksanaan kegiatar1 
da n unggaran kepada kcpala desa paling lambat 7 (tujuh) hari 
seja l< sduruh kegiatan se lesai. 

Pasal 31 

(1) Sctiap pengeluaran Ka::; Oesa yang menyebabkan beban atas 
/\nggaran Aelanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan 
kctcntuan pernturan perundang mengenai perpajakan yang 
bcrlaku. 

(2) Kaur Keuangan sebagai perangkm. desa wajib memungut 
pajak melakukan pemotongan pajak tcrhadap pengeluaran 
kas desa sebagaimana dimaksud pada aya~ (1) . 

(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2} 
melip•1ti pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, 
belanja barang/jasa, dan belanja modal. 

(4) Kaur Keuangan wajib men,yetorkan scluruh penerimaan 
pajal; y:rng dipungut sesua i dengan ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan yang dibuktikan dengan Nomor 
Trnnsaksi Penerimaan Negara (NTP~) -

(5) Kaur Keuangan mencatat penerimaan clan penyetoran Pajak · 
kcda lam buku kas pembantu pajak. 

Pasal 32 

RAK Dcsa mcmuat arus kas masuk clan arus kas keluar yang 
digur,akan mengatur penarikan dana d a ri rekening kas untuk 
mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan 
oleh kepala desa. 

Pasal 33 

( 1) Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya 
digunakan untuk : 

a . menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan 
lebih kecil daripada realisasi belanja; dan 

b. mendana i kegiatan yang belum selesai atau lanjuta n . 

(2) SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
perhitungan perkiraan penerimaan dari pelarnpauan 
pendapatan dan/ atau penghematan belanja tahun 
sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan­
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes tahun 
anggaran berkenaan. 

(3) SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang 
belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b merupakan perhitungan rill dari anggaran 
dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran 
bcrikutnya . 
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Pcn:1tuusahnan Pcncrimaun Bagi basil Paja k 

dan Rclribusi Daernh 

PnsaJ J4 

(I) P<:nuti1usahaan keuangan dilakukun olch Kaur Keuangan 
scbagui pclaksana fungsi kcbcncluhuraan. 

(2) Penaluusahaan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib 
dilakukun dcngan mcncatat scliop penerimaan dan 
pcngduuran dalam buku pembantu kas Lunai dan buku kas 
urnun 1. 

(3) Pcncatatan pada buku pembantu kas tunai dan buku kas · 
urm.1m sebagaiman dimaksud pudu ayat (2) ditutup setiap 
akhir bulan sccara tcrtib. 

(4) Kaur Kcuangan wajib mempcrlanggungjawabkan uang 
rndalui la poran pertanggungjaw.iban, clan disa mpaika n 
1>ctiap bufan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 
bulan berikutnya. 

(5) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum 
yang terdiri dari : 

1. Buku Kas Umum. 

2. Buku Pembantu Kas Tunai 

3. Buku Pembantu Bank. 

4. Buku Ka~ Pembantu Pajak. 

5. Register SPP Pengeluaran. 

6. Register Kwitansi Pembayaran. 

Pasal 35 

( 1) Setiap belanja desa atas be ban Dana Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didukung dengan 
bukti yang lengkap dan sah. 

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat 
dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materiil 
yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. 

(3) Penge:uaran kas yang mengakibatkan beban keuangan desa, 
lidak dapat dilakukan sebelum mncangan peraturan desa 
tcntang <\~B Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. 

(4} l'crLangf,>Ungjawaban KeuangPn Duna Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribus i Daerah yang 
di simpanidiar&ipkan di Desa berupa: 

a. Rck~pilulasi realisasi belanja kcgiamn dan sumber dana; 

l>. Kwitansi Pembayaran; 

c. F0to pcrkembangun kegiatan 0% (nol µersen) 50% (lima 
puluh persen) dan 100% (seratus perscn); 
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d . Data dukung berupa undangnn rapat, berita acara rapat, 
daftar hadir, SK Tim Pelak~dna, SPPD, Surat Tugas, Nota 
pcmbclian, tanda lerima Honor Kegiatan/ sejenisnya, 
Dokumen Penawaran Barang/jusa atau Letang dan Surat 
Pesanan/Permintaan Barang/jusu; 

c. Rencana anggaran biaya (RABJ ditandatangani oleh 
Pelaksana Kegiatan, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan 
disahkan oleh Kepala Desa, (khusus RAB Gambar di 
tambahkan tanda tangan pembuat Gambar) 
Lampiran XV; 

f. Serita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan 
kepada masyarakat dan/ata..t BPD melalui musyawarah 
desa;dan 

g. Serita acara penyampabn laporan pelaksanaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada huruf f disusun sesuai 
dengan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XVI Peraturan Bupati ini. 

Pasal 36 

(1) Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan 
RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. 

(2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang 
dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur 
Keuangan kepada Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan 
Anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan setelah 
dise tujui oleh Kepala Desa. 

(3) Pengeluaran alas beban APBDcsa untuk kegiatan yang 
dilakukar. melalui penyediaan barang/jas dikeluarkan oleh 
Kaur Keuangan langsung ke:;Jada penyedia atas dasar DPA 
dan SPP yang diajukan oleh Kasi Pelaksana Kegiatan 
Anggaran dan disetujui oleh Kepala Desa. 

(4) Pcngeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai, 
dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan 
dikctahui oleh Kepala Desa. 

(5) Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan 
kwilunsi pengeluaran dan kwitansi penerimaan. 

(6) Kwitansi pengeluaran sebagaimanu dimaksud pada ayat (5) 
ditandatangani oleh Kaur Keuangan. 

(7) l<witan3i pcnerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditandatangani oleh penerima dana. 

Pasal 37 

( 1) Buku Kas Um urn yang ditulup setiap akhir bulan 
M:bagaimana dimaksud dalam pa~;al 34 ayat (3) dilaporkan 
olch Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat 
tanggal l O (sepuluh) bulan berikuLnya. 
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(2) Sekrel'aris Dcsa melakukan verifikasi, evalL)asi dan analisis 
atas loporon sebagairnona dimak~ud pada ayat (1). 

(3) Sekretaris Dcsa melaporkan hasil vcrifikusi, evaluasi dan 
analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
kepada Kepala Desa untuk diselujui. 

Pelaporan dan pertanggungjawaban 

Pasal 38 

( 1) l<epala Desa mcnyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa 
per triwulan dalam bentuk dokumen, scrta dokumen 
dcktronik (softcopy) Database Aplike.si Siskeudes kepada 
Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
l{cc-amatan (dalam hal 1m satgas kecamatan) untuk 
ciigab11ngkan pada level Kecamatan paling lambat tanggal 10 
bulan berilmtnya, dan selanjutnya dokumen elektronik 
(softcop_v} database nplikasi siskcudes pada level kecamatan 
disampaikan ke Badnn Pengelolaan Keuangan dan aset 
D~1erah (BPKAD) melalui Di11as Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa untuk dikompilasi pada siskeudes level Kabupaten 
paling lambat tanggal 15 bulan hcrjalan (5 hari setelah 
cl(Jkumen elektronik (softcopy) diterim& kecamatan}. 

(2) Kcpala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa 
semester pcrtama kepada Bupati Ogan Kcmering Ulu Timur 
melalui camat, dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip 
dokumen kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan 
Ma::;yarakat dan Desa . 

(3) Lap0n1 P scbagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : 

n. lu pornn pelaksanaan APBDes; dan 

b. Japoran realisasi kegiatan 

(4) Kcpala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayal (3) dengan cara me"'\g.Rabungkan seluruh laporan 
:-:::l>agaimana dimaksud dalam pasal 30 paling lambat 
niinggu kedua bulan juli tahun bcrjalan. 

Pasal39 

( 1) Pemerintah Desa penerima Penerimaan Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah bertanggungjawab penuh 
secara formil dan materiil atas penggunaan Penerimaan Bagi 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l) meliputi : 

a. Laporan realisasi Penggunaan Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Rt!tribusi Daerah; 

' 
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b. Surat pcrnyataan tanggung jawab yr' ng menyatakan 
bahwa Penerir,1aan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Dacrah yang ditcrima telah digu nakan sesuai dengan 
renca nn; 

c. Folo keadaan I 00% (seratus pcrseratus) untuk kegiatan 
yang bt·rsifat fisik; dan 

cl Bukti-bukti pcngeluara n yang lengkap dan sah sesuai 
pernturan perundang-unda ngan . 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

h11ruf a dnn huruf b disampaikan kcpada Bupati cq. Camat 
dun sclunjutnya Cumut menyumpuikan arsip dokumen 
kcpada Sadan Pengelo laan Kcuangan dan Aset Daerah 
(BPKAD) melalui Kepala Dinos Pcmberdayaan Masyarakat 
dan Dcsa. 

(4) Doknmcn asli pertanggungjawaban scbaga,mana dimaksud 
pada aya t (2) huruf c dan huruf C: disimpan dan 

dipergunakan olch penerima Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
l~ctnlm:;i Daerah selaku obyek pcmcriksaan. 

Pasal 40 

( 1) Kep~1la Dcsa menyampaikan laporan pcrtanggungjawaban 
realisasi APBDes kepada Bupuli mcla!ui Camat setiap akhir 
tahun anggaran, sdanjulnya Carnal menyampaikan arsip 
dokumen kepada Sadan Pengelolaan Kcuangan dan Aset 
Dacrah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
disertakan berita acara musyawarah BPD. 

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disertai dengan : 
a. Laporau Keu angan terdiri dari : 

1. Laporan realisasi APBDes; dan 
2. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) . 

b. Laporan Realisasi Kegiatan; dan 
c. Dafta r program sektoral, program daerah dan program 

lainnya yang masuk ke desa. 
(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaima na dimaksud 

merupakan bagian dari la po ran penydenggaraan 
Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. 

Pasal 41 

( J) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
dan Pasal 40 diinformasikan kepada masyarakat melalui 
media informasi/ Banner Informasi minimal 4 Banner 
diantaranya : 

, 
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I . Btmner APBDes Awai (Lampiran XVII.a); 

2. B.,nner APBDes Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) 
(L.<1 mpiran XVU.b) ; 

3 . Bar.ner Realisasi APBDes Semester Pe rtama (Lampiran 
XVII.c); dan 

4 . 8a1'11cr Realisasi APBDes Semcsle,· Kcdua (Akhir tahun) 
(L:1mpiran XVll.c). 

(2) lnformasi sebagaimana dimaksull pada ayat ( I) paling 
scdiki1 mcmuat: 
a . L!Jporan realisasi APBDes; 

h. Lapornn realisasi kegiata n; 

c . Kcgiatan yang belum selesai dan/alau tidak terlaksana; 

1I. Sisa anggaran; dan 
c . Alamat pcngaduan. 

Pasal 42 

Kaur Keuangan wajib memungut pajak PPn, PPh dan pajak 
lainnya, dan menyetorkan seluruh basil pemungutan 
ke rekening pajak, terhadap pengeluaran kas desa atas beban 
belanja pegawai barang/jasa dan modal per kode rekening 
belanja/Kwitansi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 43 

(1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan 
keuangan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan pengelolaan 
keuangan desa. 

(2) Dokumen penatausahaan keuangan Dana Penerimaan Bagi 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen desa yang 
tlisimpan di desa. 

(3) PPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen 
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar 
penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan 
keuangan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
R.;!tribusi Daerah sebagaima'la dimaksud pada ayat (1) dan 
bcrtanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat 
yang timbul dari surat bukti dimaksud. 

Pasal 44 

(1) Apabila Kcgiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan 
renc~na anggaran biaya (RAB) yang tertuang dalam Rencana 
Penggunaan Dana (RPO) pertahap pelaksanaan, dan/ atau 
terjadi selisih lebih, maka selisih lebih tersebut 
dikembalikan ke kas Desa. 
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(2) Sdisih lchih scbaw1imn11n dimaksud pida aya l (I) dapal 
diu11ggarlrn11 kcmlmli puda pt rnlntl1un APBDcsc:1 Lahun 
onggarun bc1jnlan. 

DAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENOAWASAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 45 

Pcmcrintah Daerah mcl1:1 kukan PcmbinaErn clan Pcngawasan 
Pcngclolaan Keuangan Dana Pencrimaan Ougi Hasil Pajak 
Daerah da n Rctribusi Dacrah ya ng Lerin tegrasi dcngan 
pcmbinaan dan pcngawasan Pengelolaan Keuanga n Dcsa 

Bagian Kedua 

Pembinaan 

Pasal46 

(I) D~lam rangka pembinaan Dana Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribus i Daerah ditingkat Daerah 
dibcntuk Tim Monitoring dengan Keputusan Bupati Ogan 
Komering Ulu Timur. 

(2) Tug':ls Tim Monitoring scbagaima na dimaksud pada ayat ( 1) 
lc rdiri dari : 

a. Melaksanakan penyebarluasan informasi data dan 
!<ebijakan tentang Da na Penerimaan Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Rctribusi Daerah. 

b. Me\ak•.1kan Kegiatan Pcmbinaar dan Monitoring 
pelaksanaan scluruh Dana Pcnenmaan Bagi Has il Pajak 
Daerah dan Rctribusi Daerah ; dan 

c. Mcmbcrika n laporan hasil pclaksan'.lan tugas kepada 
Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

(3) Dalam rangka pcmbinaan Dana Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Dacrah dan Rctribusi Dacrah ditingkat Kccamata n 
d ihcntL:k Tim Monitoring dan Evaluasi Kccamatan dengan 
Kcpul usan C1:1mat. 

('1) Tim Mc,niloring dan Evnluasi l(ccumata n sebagaimana 
dinw:,-;ucl pada uya l (J) tcrcliri dari : 
11. i<c lua; 
b. 8ckrctLJris; dan 
c. !1nggotu 

(;)l Titn Monitoring dun 1;:;va luc1 s i st:ln1gaimanu dimaksud pada 
nyat (3) mcmpunyai tugas scbagai bcrikut : 

I. Mcmfusilltasi penyusunan Pcratunm Dcsa dan Peraturan 
/(cpa lu Dcsa; 

2. Memfasilitasl pcnyusunan Peraturan Kepa la Desa 
tentang Penjabaran APBDes; 

3. Memfasilitasi penatausahaan keuangan desa; 



- 33 -

4. Melaksanakan sosia lisasi sccara luas mengena1 
kebijakan , data clan informasi tentang Penerimaa n Bagi 
Hasil Paja k Daernh clan Retribusi Daerah ; 

S. Mengcvaluasi Pclaksanaan Dana Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah clan Retribusi Daerah setiap tahunnya; 

6. Mengevaluasi APBDes; 
7 . Mengevaluasi Besaran Sub Belanja Desa; 
8. Memonitoring Pengelolaan Dana Penerimaan Bagi Hasil 

Pajak Daerah clan Retribusi Daerah di tingkat desa; 
9. Melaporkan pelaksanaan Dana Penerimaan Bagi Hasil 

Pajak Daerah cla n Relribusi Dacrah ; 
I 0. Membuka layanan kontak pengaduan masyarakat; 
11 . Mc-nindaklanjuti pcngadua11 masyarakat dan :nelaporkan 

kepada 13upaj; 
12. Memfasilitasi Administrasi tata Pemerin tahan Desa; 
13. Memfas ilitasi Pcngclolaan kcuangan Desa dan 

pendayagunaan aset desa, 
14 . Memfasilit3.si penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan; 
1 S. Memfasilitasi pelaksanaan Luga.; kepala desa dan 

perangkat desa; 
16. Memfasilitasi Pelaksanaan Pemiliha n t<epala Desa; 
17. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; 
18. Mem fasi litasi pelaksanaan tugas dan fungsi MPD; 
19. Memfasilitasi s ingkronisasi Pcrencanaan Pembangunan 

Daerah dengan pembangunan desa; 
20. Memfasilitasi penetapan lokasi pem!Ja ngunan kawasan 

pe rcicsaan; 
2 I. Mcmfasilitasi penyelcnggaraan ketenteraman dan 

kctertiban umum; 
22. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban· 

lembaga kemasyarakatan; 
'J.J. Mcmfasilitasi penyusunan pcrcncanaan pembangunan 

partisipatif; 
24 . Mcmfasi litasi kerjasama antar-Dcsa dan kerjasama Desa 

dengun pihak kcliga; 
25. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan 

pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan 
penegasan batas Desa; 

26. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan 
pemberdayaan masyarakat Desa; 

27. Mengkoordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; 
28. Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan 

perdesaan di wilayahnya 
29. Memfasilitasi pelaksa11aan musyawarah penyusunan 

RKP Desa; 
30. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan 

Rancangan APBDes~ 
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JI. Memfasilitasi d an koordinasi dcngan dinas/instansi 
Lerkrut untuk pengesahan Rencana Anggaran Biaya 
(RA B) dan gambar kegiata n yang bercsiko. 

Bagian h.ctiga 
Pengawasan 

Pasal47 

Pengawasan terhadap pelaksanaan Da na Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mcliputi : 

a. Pengc\wasan d ilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang 
kckuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka 
mcningkulkan kinerja dan akuntabilitas PPKD dan tim 
pclaksanaan kegiatan; 

b. l'cng:,wasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam 
ningl<a meningkatkan kinerja pcmerintah desa transparansi; 

c. Pcngawasan sebagaimana dimaksud poin a dan poin b 
kcpala dcsa membentuk tim Sertifikasi Fisik yang dibuat · 
rlengan Surat Keputusa.n Kepala Oesa, sebelum pelaksana 
keg;atan menyerah terimakan kcgiatan dimaksud kepada 
'.<~pala desa; 

d. Pcmbentukan Tim Sertifikasi Sebagaimana huruf (c) dapat 
tcrdiri dari : 

a. Perangkat Desa 
b. BPD 

c. Kecamatan 

d. Unsur TNI dan Unsur Polri; dan 
e. Tenaga Pendamping. 

e. Form Hasil sertifikasi fisik tertuang dalam lampiran XVIII; 

f. Pengawasan di tingkat Desa dilakukan oleh Tim Evaluasi 
dan Monitoring Kecamatan dalam hal ini diketuai oleh 
Camat, dilakukan dalam bentuk : 

a. Evaluasi rancangan peraturan Desa terkait APBDes 
b. Evaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa 
c. Evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban 

APBDes. 

g. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

BABfX 

SANKSI 
Pasal 48 

(1) Bupati melalui Camat menur..da penyaluran Dana 
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retrihusi Daerah , 
da lam ha I terdapal rekomendasi dari aparat pengawas 
fungsional daerah. 
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(2 ) Rckomc ndnsi scbag:1imana dirnaksud pada ayat (1) 
<1is1rn1paikan olch npRrnt pengawns fu11gsional di daerah 
clala1n hnl tcrdupul potcnsi atau t<!lah Lcrjudi penyimpangan 
pc11y11lurnn dntt/ul'ln1 pcnggunuun Dnnu Pc nerimmm Bagi 
I los il l'l\iak Dncruh tlun l~etribusi Dacruli . 

(3) l{ckomcndusi scbagnlmana dimuksud pada aya l (2) 
disainpaik1111 kcpuda Buputi dcn~a n tcmbusan Ca rnal, 
Kqmln Dinas Pembc rdaynnn Mnsyarnka l d a n Desa scbe lum 
lmtns wnktu tahapnn penyalurn11 Hcbuguimana dimaksud 
clnlam Pnsal 10. 

Pasa l 49 

( 1) Bupati melalui Camat dan Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa menyalurkan kembali Dana 
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
yang ditunda dalam hal : 

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 48 ayat ( 1) telah diLerima;dan/ a tau 

b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsionaJ daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Penerimaan Bagi 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 ayat ( l) berlangsung sampai 
dengan berakhirnya Tahun Anggaran, Dana Penerimaan 
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat 
disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Penerimaan 
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di RKUD. 

(3) Bupati melului Camat memberitahukan kepada Kepala Desa 
yang bersangkutan mengenai Dana Penerimaan Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditunda 
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
lumoat akhir bulan November Taht..n Anggara.n berjalan dan 
agar dianggarkan kembali dalam runcangan APBDesa Tahun 
Anggara:1 bcrikutnya. 

(4) Br,pati mclalui Badun Permeloluun Keuangan dan Aset 
Dacrah (BPKAD) menganggarkan kembali sisa Penerimaan 
Bagi Hasil Pajak Dacrah clan Relrlbu3i Daerah Desa di 
RKUD sebagaimana dimnksud pada ayat (2) dalam 
rancangan APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan 
kelcntuan pcraturnn perundang-undangan. 

Pasal 50 

( l) Bupati mclalui Comal melnkukan pemotongan penyaluran 
Oana Penerimaan Bagi Hasil Pujuk Daerah dan Retribusi 
Dacruh dulam hal sclelah dikenakan ;.,anksi penundaan 
pcnyahJran Dana Penerimaun Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
lktrihusi l)uerah scbagaimanu dimaksud dalam Pasal 48 
ayut (1). 



- 36 -

(2) Pemotongan penyaluran Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Penerimaan Bagi 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 
berikutnya. 

BABX 
KERUGIAN KEV/I.NGAN 

Pasul 51 

( 1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, pelaksana Kegiatan, 
Kaur Keuangan dan pihak yang terkait langsung dengan 
pelaksanaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (PBH} yang karena perbuatannya 
melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang 
dibebankan kepadanya dan secara langsung merugikan 
keuangan desa, wajib mengganti kerugian tersebut dan 
m<;nyetorbalikan kerugian Keuangan desa ke Rekening Kas 
Desa (RKD). 

(2) Kerugian Keuangan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal kerugian keuangan desa telah dilakukan 
pemeriksaan oleh APIP, Kepa1a Desa/Penjabat Kepala Desa 
yang ditetapkan/ ditunjuk oleh Bupati, dapat mengajukan 
permohonan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Rctribusi Daerah (PBH) tahap selanjutnya. 

(4) Laporan hasil pemeriksaan dari APIP menjadi pengganti 
laporan realisasi penggunaan Penerimaan Bagi Hasil Pajak 
Dacrr.ih dan Retribusi Daerah (PBH) tahap sr!belumnya. 

(5) Kepa\c!. Oesa/Penjabat Kepala Dcsa melaporkan Realisasi 
Penggunaan Dana Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan 
Rctribusi Daerah (PBH) tahap sel:-elumnya dengan 
rnclampirkan Surat keterangan tcmuan APIP sebagai salah 
satu :;yarat pengajuan pencairan dana Penerimaan Bagi 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PBH) tahap 
bcriku lnya. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 52 

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Ogan Komering 
Ulu Timur ini, maka Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2023 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan 
Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap 
Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dinyatakan tidak 

berlaku. ,/ ~ 



- 37 -

Pasal53 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

Diundangkan di Martapura 
padu tanggal \~ ()0.YIVM' 2024 

SEKRETARIS DAERAH 

Ditetapk · Martapura 
_ tad~ b t?fJ'N <lf 1 2024 

ERING ULU TIMUR 

'-

NOSIN 

KJ\F3UPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

131•:RITA DAERAH 
NOMOR I 

OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024 
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l•mplr•n 1.1 ; Per11Ur1n 1up atl Opn Kom~rln# Ufu Timur 

Nomo, : •· r .. Tihun 1014 
l1n,,1,al : li« .. ':)i!OM1f.l 1024 

Pt NGHITUNOAN D.ANA IIAGI HMll PAJAK DAlA.AH KlPAD.A P(MtAINTAH DUA 
ICAIIUPATCN OGAN ICOMCAINO UlU TIMUR 

TAIIUH ANGGARAH 202.4 

AIOKASI IORMUlA P8B Plll OCSA 

NAMADlSA ALOKASI OASAA JUMlAH PAGU IAGI HASIL 

TAAGlT ACAUSASI CAPAIAN (") AlOKASI PAJAK PfA-OfSA 

,,., ....... 
(J} /4) /5/ /G) /7) ,8) /9)• (4)•/8/ 

I.JOO<, l l\11JUN0 KHl/\1 1\ 14.)91,.()00 n .11•.w,o 11.168.956 l8 l~ 1.162.700 15.S54.700 

uoo~ K0 1I\ IIAHU 14.392.000 94.228.)12 u,.050.?46 2/ b5 2.711.900 17.103.900 

1.1010 K£110MONGI\N 14.392.000 76.(i(,(}.688 8.6 11.867 3131 896.600 15.288.600 

l.2011 PI RJAYI\ 14.392.000 62.718.789 19.18J.1>64 3059 1.997.000 16.389.000 

l.201 ~ ~UKOMUlVO ·- l'>.796.200 14,107,000 38.0l•I.S94 13.488.884 JS 44 1.40-1.200 

UOJO KO IARARU 81\HIII 14.392.(JOO 77.08.027 2022.8ll 31.28 2.521.600 16.1 13.600 

1.20n ~OIAOARU U l.All\N IA.392.000 lOl .!;M.445 68.014.023 33 74 7.080.300 21.472.300 

J.2022 1•rnJAYA8ARAt 1• .391.000 29.14J.S7) 24.422.656 81.80 2.542;400 16.934.400 

U013 I ANIUNG Kl MALA llAR/11 14.)97.000 9.997.600 S.839.857 5841 607.900 14.999.900 

l.7001 ~lJKARNI\ 14.392.000 60.403.138 31.870.976 ~176 3.3 17.800 17.709.800 

2.2002 KURUNGAN NYAWI\ 14,392,000 10.899.622 4.30.293 40 33 457.500 14.849.SOO 

2.2003 PISANG JAY/\ 14.391,000 21.!,41 .BB 3.842.697 17 51 400.000 14.792.000 

2.2004 ~UMBER /\GUN(, 14.392.000 24.907.087 22.054.478 88 55 2.295.900 16.687.900 

2.7005 !EIJAT JAVA 14.192 .000 41.442 .751 29.485.150 71 15 ] ,069.400 l7.>161.400 

J..l006 SRIPADI 14.392.000 18.228,159 13.019.156 71 42 1.35S.300 lS,747.300 

I 7.009 t'ANJUNG BUI AN 14.392.000 32.969.836 511.139 I S5 53,200 14.445.200 

) .7010 WAYHALOM 14.392.000 14.231.610 10.377.059 72,92 1.080.300 15.472.300 

l.7031 r.URUNGAN NYAWA I 14.392.000 25,199.222 12.072.718 47 91 1,256.800 15.648.800 

J. ) 037. KURUNGAN NYAW/111 14.392.000 27.668.483 27.591.233 99 72 i .872.200 17.264.200 

J ,JOJ1 WRUNGAN NY/IW/1111 14.397.000 12.02S.506 10.S64.819 87,8S 1,099.800 15.491.800 

l 2014 CIPTA MUDA 14,392.000 14.173.554 9.464.122 66,77 985.200 15.377.200 

J..ll)JS AMI\NJI\VA 14.392.000 14.378.818 8.136.900 56,59 847.100 15.239.100 

l J.OJ6 SIJKARAJA TUHA 14.392.000 10,373.015 531.701 513 55.400 14.447.400 

111/17 GANJAR AGUNG 14.392.000 ll.227.005 12.232.191 92 48 . . 273.400 15.66S.400 

2.2038 MUlYOAGUNG 14.392.000 17.658.297 13.5S8.989 76 79 1.411.500 1S.803.500 

2.7.039 MUOA SENTOSA 14.392.000 21.375.799 7.871.767 36 83 819.500 1S.211.500 

1.2001 5100 RAIIAYU 14.392 .000 37,700.513 9.796.046 25 98 .. 019.800 15.411.800 

J.2002 TAWANG RCJO 14.392.000 17.170.844 11.078.596 64 52 1.153.300 1S.545.300 

3.2006 IANJUNG RAYA 14.392.000 10.282.921 6.677.218 6494 695. 100 1S.087.100 

] .2007 SIDO MULYO 14.392.000 40,498.762 27.54 5.849 68,02 2.8.67.500 17.259.500 

) .2008 IIARJO WINANGIJN 1092.000 30.605.675 12.213.451 __ ..Th!!.._ >- . 1.271.400 15.663.400 

3.200'J PIJJO RAHAVU 14.392.000 39.109.86S 29.537.831 75,53 3.074.900 17,466.900 

J.7010 rn1voso 14,392.000 8.432.442 S.88S.147 69 79 612.600 15.004.600 

1.7.0 11 SUMIIIR SUKO . 14.392.000 14.125.S76 8.348.9S<I ',911 869.100 15.261 .100 

J.7.013 SUKO SARI 14.392.000 8.961.274 7.38S.437 82 42 768.800 IS.160.800 

,1.701 4 GUMAWANG 14.391..000 170.233.613 71.920,824 422S 7.4.87.000 21.879.000 

J.201S DCOILAN 14.397.000 127,436.366 57,061.149 44 78 S.940.100 20.332.100 

J 2016 TEGlll REJO 14.392.000 102.645.736 62.340.617 W73 6.489.700 20.881.700 

J .2017 SIOO GCDE 14,392.000 31 .668.361 16.731.:·,1 S185 1.742.300 16.134.300 

_HOIB SIDOMI\KMUR 14.392.000 7.206.911 6.822.995 9'167 710.300 15.102.300 

J .2021 5UKAJADI 14.392.000 9.096.237 6.033.975 66 33 628.100 lS.020.100 

J.2012 SfROAGUNA 1092.000 8.032.397 6.386.197 79 51 664.800 1S.056.800 

3.2023 SUKARAMI 14.392.000 16.S92.925 14.290.845 86 13 1 ,487.700 15.879.700 

l .2024 GEDUNG REJO 14.392.000 14.241.678 768.466 5,40 80.000 14.472.000 

-iiois SIOODADI 14.392.000 11.131.S90 9.308.394 83 62 969.000 15.361.000 

3.2026 GUNUNG MAS 14 .392.000 16.376.302 9.103.206 55,S9 947.600 15.339.600 

3.2027 SUMOERSUKO JAVA 14.392.oo.J 17.641.767 13.875,468 7865 1.444.400 IS.836.400 

3.2028 KAAANG KEMIRI 14.392.000 27.7S5.140 14.S88.583 52 56 I .S18.700 I S.910.700 

3.2029 MOJOSARI 14.392.000 11.401,207 10.6S2~ 93 43 1.108.900 15.S00.900 

4.2001 GUNUNG BATU 14.392.000 34.45U9S 9.036.297 2623 940.700 1S.332.700 

4.2010 ULAK 81\RU 14.392.000 3.3S7.312 102.604 3,06 10.700 14.402.700 

4,2011 GUNUNGJATI 14.392.000 11.150.3SO 5.858.069 S2 54 609.800 15.001.800 

4.2012 KURIPI\N 14.392.000 4.4S9.638 4 . .459.638 10000 .. 64.200 14.8S6.200 

4.2013 NEGERI SAIQ 14.392.000 872.410 8n.420 10000 90.800 14.482.800 

4.2014 CAMPANG TIGA HULU 14.392.000 17.041.859 3.72026 2186 387.800 14.779.800 

4.2015 SUKARAJA 14,392.000 1.663.730 000 . 14.392.000 

4.2016 CEMPI\KA 14.392 ,000 11.182.269 10.403.S13 9304 1.083.000 15.47S.OOO 

4. 2017 SUl<ABUMI 14.392.000 24.043.748 821.745 342 85.soo 14.477.SOO 

4.201H CAMPANG TIGA IUR 14.392.000 18.756.860 S,369.115 28,62 558.900 14.950.900 

4.2019 MALUAI INOAH 14.392.000 6.497.138 2.907.191 44 75 302.600 14.694.600 

4.2020 HARISAN JAVA 14.392.000 4 .923.405 646.831 13.14 67.300 14.459.300 

4.2011 CAMPANG TIGA JAYA 14.392.000 6A80.734 6.480.734 100,00 674.600 15.066.600 

!,.2001 N(GfHI PAKUAN 14.392.000 13.883.019 2.245.779 1618 233.800 1"625.800 

S.2002 NEGERI AGUNG 14,392.000 12.160.344 5.310.098 4 367 552.800 14.944.800 

5.2003 BANU MAS 14.392.000 U .381.(106 3..479.664 30,S7 362.200 14.754.200 

5.2004 BANUAYU 14.392.C'OO 20.577.336 12.618.167 61 32 1.313.SOO 1S.705.SOO 

5.2005 PULAU NEGARA 14.392.000 24.430.705 10.332.270 .-2 21 1.075.600 15.~7.600 

S.2006 S.\UNG OACM 14.392.000 13.631.395 72.128 0 S3 7.500 14.399.SOO 

S.2007 TR.\NTANG SAICTI 14.392.000 1S . .-"'4,490 12.7S6.349 82 59 1.327.900 IS.719.900 

S.2008 PEMETUNG BESUKI 14.392.000 30.236.212 22.6n.S42 7500 2.360.700 16.752.700 

S.2009 PAHANGASRI 14.392.000 24.345..493 45Z.678 1,86 .-1.200 14.439.200 

5.2010 BANTAN 14.392.000 11.291.321 11.SCl.940 10187 1.197.400 IS.589.400 

5.2011 BANOARJAYA 14.392.llOO 16.693.934 16.693.934 100"" L737.800 16.129.800 
5.2012 NEGERI AGUNG JAVA 14.392.000 13.429.560 6.679.694 4974 695.400 15.087.400 

5.2013 BANlAN PELITA 14.392.000 16.268.214 10.583.912 6S06 1.101.800 15.493.800 



I 
ALOKASI fOIIMULA PH PEIi OESA 

i ll AMA I AN NAMAOESA AlOKASI OASAII JUMLAH 
PAGU BAGI HASIL 

J TARGET REAUSASI CAPAIAN (") ALOKASI 
PAJAK PER·OESA 

<nDMII,.. ~,, (JI (3/ (4} (SJ (6/ (1/ (8) (9/= (4)+(8} 

I 
C,.2001 kARANG NEGARA 14.)92.000 2.519.070 14.395.200 
G.1002 RIANG BANDUNG 

30.500 1,21 3.200 
14.392.000 8.319.813 317.165 1,81 33.000 14.425.000 

6 .2005 KOTA NEGARA 1092.000 9.584.206 420.454 4,9 43.800 14.43S.800 b.2006 KART A NEGARA 14.3~2.000 7,660.285 127.ISS I 66 13.200 14.405.200 
G.2007 PANOAN AGUNG 14.392.000 9.325.051 5.032.354 SJ.97 523.900 14.915.900 
6.2009 SRI MULYO 14.392.000 20.847.649 10.687.968 51,27 1.112.600 IS.504.600 
r..2010 MARGO TANI 14.392.000 22.639.161 253.93S 112 26.400 14.418.400 
6 .2011 JATI MULYAII 14.392.000 11.916.912 6.036.311 S06S 628.400 15.020,400 
b.2012 PANDAN JAVA 14.392.000 16.738,588 11 .907.813 71, 14 1.239.600 1S.631.600 

(, M,HI "'tt',ul\u It 6 2014 RASUAN BARU -
14.392.000 10.035.045 7.663.264 76 37 797.700 15. 189.700 

6 .2020 BANBANREJO 14.392.000 20.934.001 4,850.455 23 17 504.900 14.896.900 
6.2021 SUICA NEGARA 14.392.000 10.446.712 393.285 3,76 40.900 14.432.900 
b .2022 SRIKENCANA 14.392 ,000 5.344.396 232.077 4,34 24.200 14.416.200 
G.20H DADIMULYO 14.392.000 14.200.909 4.221.613 29 73 439.SOO 14.331.500 
l>.1024 RIANG BANDUNG lllR 14.392.000 6.440.596 6.440.596 100 00 670.500 15.062.500 
6-102S MARGOTANIII 14.392.000 10.370.568 S.580.593 S3.81 580.900 14.972.900 
6 .2026 KOTA NEGARA TIMUR 14.392.000 11.191.807 5.943.165 53.10 618.700 15.010.700 
G.2027 TALANG GIRING 14.392.000 6.049.578 25.079 0,41 2.600 14.394.600 
tl.2028 KALIREJO 14.392.000 11.179.941 3.191.046 28,54 332.200 14.724.200 
7.2002 MENOAYUN 14 .392.000 17.030.S61 10.379.699 6095 1.080.500 15.4 72.500 
7.2003 GUNUNG TERANG 14.392.000 30.S72 .313 20.361.699 6660 2.119.700 16.5 11.700 
7.2004 KARTA MULYA 14.392.000 7.346.726 3.250.091 « 24 338.300 14.730.300 -
7.2007 SP. KERTA MUlVA 14.392.000 1.384.9S2 1.3S0.S89 97 S2 10.600 14.S3: .600 
7.2014 liARJO MULYO 14.392.000 39.256.968 7.897.586 lO 12 822.100 15.214.100 

.2.201s JAVA BAICTI \4.392.000 16.570.863 12.153.178 7l 34 1.265.100 15.6S7.100 -I M ,ul 111•: ,ultu I 7.2016 RASUAN 14.392.000 15.248.392 11.n 4.663 77,22 1.225.700 lS.617.700 
11011 M( NGUlAK 14197.000 9 .3S9.711 9.359.i 11 1!10.00 974.300 15.366.300 
7.2019 JATI SIIRI 14.392.000 12.682.407 9 .961.056 78 54 1.036.900 15.428.900 
7.2021 TRI DAOI 1092.000 S.399.784 1.134.099 39,52 222.200 14.614.200 
7.202] AGUNG JATI 14.392.00C 17,859.334 1.651.459 9 25 171.900 14.563.900 
7.2023 RASUAN OARAT 14.392.000 13.466.S32 10.986.517 81.58 1. 143.700 15.S35.700 

7.2024 HARJO MULYO JAVA 14.392.000 24.707.557 15.295.455 6191 1.592.300 15.984.300 

8.2002 JAYAMULYA 14.392.000 16.620.118 325.688 1,96 33.900 14,425.900 

8.2003 GUN UNG SUGIH 14.392.000 13.624.312 27.918 020 2.900 14.394.900 

8.2007 MARGO REJO 14.392.000 7.386.S9S 79.70<.I 1.08 8.300 1'.400.300 
8.2009 TRIMOHARJO 14.392.000 19.097.670 19.097.670 100 00 1.988.100 16.380.100 
8.2010 TAMANAGUNG 14.392.000 13.177.841 209.947 1 S9 21.900 14.413.900 
8 .2011 KRUJON 14.392.000 10.798.762 7.200.117 6668 749.500 15.141.500 
8.2013 l<ARANG ENOAH 14.392.000 6.434.497 592.560 9 21 61.700 14.453.700 
8.2014 SRIWANGI 14.392.000 16.065.341 717.309 446 74.700 14.466.700 

\.•1tu•nit.1wai 8.2015 CAHAYA NEt;ERI 14.392.000 11.233.740 1.458..S73 1298 151.800 14.543.800 

I! 8 .2016 SUICA MULYA 14.392.000 14.9S6.788 157.184 1,05 16.400 14.408.400 
~uku Ill 

8 .2017 TARAMAN 14.392.000 10.81S.8 :..9 9.146.599 84,57 952.200 15.344.200 
8 .202S MUJO RAHAYU 14.392.000 6.349.723 4U425 667 44.100 14.436.100 

8 .2026 TAMAN HARJO 14.392.000 11.414.404 4 .096.588 3S 89 426.SOO 14.818.SOO 
82027 MARGO0AOI 14.392.000 3.542.261 0,00 14.392.000 
8.2028 TARAMAN JAVA 14.392.000 14.319.530 14.193.701 99,12 1.477.600 15.869.600 
8 2029 KARANG MARGA 14.392.000 4.606.144 3.154.922 68,49 328.400 14.720.400 
8 .70)0 TRIMOREJO 14.392 .000 8.313.607 6.S32.945 78,58 680.100 1S.072.100 
a .2011 SRIWANGI ULU 14.392.000 S.899.732 313.947 5,32 32.700 14.424.700 
8.2032 TAMANMULYO 14.392.000 2.667.106 2.639.321 98,96 274.800 14.666.800 
9.2004 TANJUNG KEMUNING 14 .392.000 18.051.62" 10.740.764 59,SO 1.118.100 15.510.100 
9.2005 RAMAN JAVA 14.392.000 13.885.103 6.634.130 47,78 690.600 15.082.600 
9.2006 SUM8ERJAYA 14.392.000 39,056.134 27.728.182 71,00 2.886.500 17.278.SOO 
9.2007 SUMBER REIO 14.392.000 12.258.298 2,154.756 17 58 224.300 14.616.300 
9.2008 SUMBERSARI 14.392.000 33.S55.196 11.912.911 35,SO 1.240. 100 15.632. 100 
9.2009 TEGALSARI 14.392.000 22.216.106 11.351.406 51,10 1.181.700 15.573.700 
9.2010 SRl8ANTOLO 14.392.000 2S.658.273 6.9b1.733 2713 724.700 15.116.700 
9.2011 SUMBER RAHAYU 14.392.000 24.574.304 835.544 HO 87.000 14.479.000 
9 .2012 MARGOMULYO 14.392,000 69.770.173 25.866.744 3707 2.692.700 17.084.700 
9.2015 PURWOSARI 14.392.000 9 .157.712 4.3S0.939 47,51 452.900 14.844.900 
9.2016 ICARANG MANIIC 14.392.000 44.451.531 9.807.340 2206 1.020.900 15.4U.900 
9 .2017 5UMBER HARAPAN 14.392.000 62.639.939 30.646.606 48,93 3.190.300 17.582.300 ,, lh•lit,111,.11 
9.2018 KELI REJO 14.392.000 25.406.498 8.781.474 34 56 914 .200 15.306.200 
9 .201? roro REJO 14.392.000 38,803.769 8.269.503 21,31 860.900 15.252.900 

9 .2020 l<ARANG JAYA 14.392.000 23.718.285 18 635.284 78.57 1.939.900 16.331.900 
9.2021 - KEMUNING JAVA 14.392.000 16.766.649 15.101.420 90.07 1.572.100 15.964.100 
9 .2022 0ANGUN REJO 14.392.000 7.S45.379 2.970.179 39,36 309.200 14.701.200 

9 .2023 BATU MAS 14.392.000 17.689.968 11.917.386 67,37 1.240.000 15.632.600 
9.2024 SUICAJAVA 14.392.000 11.315.ilS 5.045.341 44,~9 525.200 14.917.200 

9.2025 ~RUAYA 14.392.000 10.056 .223 4,639.096 46,13 482.900 14.874.900 

9.2026 TEGAL BESAR 14.)92.000 35. 181.202 18.651.454 5302 1.941.600 16,333.600 
9 .2027 OARMABUANA 14.392.000 16,829.107 15.081..9 14 89.62 1.570.000 15.962.000 

9.2028 RUOMULYO 14.392.000 45.7l4.037 13.327.991 2914 1.387.400 15.779.400 
9.2029 PURWOREJO 14.392.000 37.395.964 18.127.435 48 47 1.887.100 16.279.100 
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- -- . f OIIMIJl/1 ,.,, 11) (4) M ff.) /7) Ill) (9)• (A)1(II) 1- .:M,_,. .., 
tn 11l()l ~IHOS/1111 
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Ill 2<Kll 

JOlll,O(~) 12,nr1,n 1 1UJ4J.~l', IIO l~ l ,OM.800 IS.458.IIQO 
NL/~/\ MY/\ 14 n1.,0()(1 11'710,!liH l7,f,H./i7/ 'II <,J J.ll~f,.400 16.21/!AOO 

10.2003 -NVSI\ HING<llll U.'9/1)()() U1UMU l4,~li~.n, 6-8 ~I J,5111.300 15.910.3()() 
' 

11).l(.)()4 Nl/~A llll~I l4 ,l 'J7,0IXJ JlMlW~ I U(J1,Jt ◄ 11?1~ I.I 77.100 J S.~6j).100 

r 10 700S Nl/S/1 "/\Im 11, 1')7,()(J(j )IJ 8'1',.114 n~1,~11, 11 I) 1.10~.9()() 1 ~.li<JO.'JOO 
II) 200(, Nl!~II 11\YI\ I ◄ , 1111,(J()() Hi07,Jlb ,1ms.J.~1 H410 1.1171.200 16.263.200 10,2007 N\JM iCl'WOl\1111 14,l')J.IXJO 17.!mM4 I, 1,7!,ll,2!10 71, 7,1 1.412.(J(J(J J.S.1124.000 
HUOt.)6 NUSI\ACIUNG )4,) !IJ.,()(I() I ◄ 7.◄ U. 1'1 7 lU!i1.H ~ ?1711 J.191 ,100 l ~. 7UIOO 
10.~00•1 NlJMMNl/ 14.n1..0()(J JUW.722 !J,7}1), l07 l'lb~ 1.012.500 l~.tl04.500 -Ill 11, •hl J"fl Ill IOW IO sr N\J M/\ll(i /\ 14.1•12,noo ~UO.~G11 ~.1,70.~/,9 J(J(l()(J ,◄8.700 1'1/ )40.700 
10,20) I KMIING SAI\I 14,1~7,CXXI 15011,5% 14.21/i.77.7 6'! I~ l .41l-O.OOO IS.1172.000 
10.20U lRIK/\IIY(I 1un,<)()O ,r,,113.757 l !H~0.(/1. I 7471 7,033.100 16,425.100 
.I0.201G SUKfl NCGARI\ 14,392.0C,O 1!1.16!1.~51 14.33B96 14 1/J 1.492.300 15.1184.300 
10.1017 MI\/\NGJM>I 14.l'.17 .000 11,.S03,511 11 ,7,79,1117 bfl 35 1,174.200 15.S66.200 
10,20)11 01\0IMIO 14.392,000 17.622,0)9 l0.2WMOO 81 51 1.071 .100 l~.463.100 
10.2019 G/\NJIWI\IINO )4 .392,(M) 14.004.730 11.472.9~ 711 56 1.194.300 IS.S86.JOO 
to,2070 $1NM 81\ll 14.392.000 6.107.27() 6 .101.no l(J(JCJO f,35.8()0 15.027.800 

)J),202.,1 }YMB( R RCJO . 14.JOMOO 13,266.822 10.143.332 76 46 LOSS.900 IS.447.900 
10.202i RINGINSf\111 14,J!)].,000 18,47.8.7,73 13,188.934 71 57 1.373.000 I S.765.000 
10.20,3 KIIAYA MN:J 14,3?2 ,()()(', 14,204.88? 11.147.65? 17?8 1.160.500 15.552.SOO 
1noo1 0/\TUAi\Jfl 8UNGIN 14.3!12.000 62.107.868 33.839.095 5448 3.522.600 17.914.600 
11.2002 TUIANG 8"WflNG 14.392.000 24.826.144 13.li06.654 5481 lAt6,SOO 15.808,SOO 
ll.2003 $/\0/IHllOti 14.392.000 10.15s.m, 5.760.571 S6 73 S99,700 14.991 .700 

11 Uun.,;J Mt1yJng \1 .2004 NCGt RIR/\lU 14.3!12.000 23.654.206 429.nG 182 44.700 14.436.700 
11.2005 P[R/\CAK 14.392.000 30.437.048 18.706.344 6146 J.;147.300 16.339.300 
11.2006 NEG(RI R4TU OAIIU 14,392.000 9.632.004 9 .026.735 93 72 939.700 15.331.700 
11 2007 llJN/\S Pf.R/\C/\K 14.192.000 7.750.862 5,117.592 6603 532.700 14.924.700 
11.2l)08 SUKAllARU 14.392.000 18.705.293 ll',617.521 56 76 1.105.300 15.497.300 
l } ,2001 I /\NJUNG M/1S 14,392.000 14.510.136 8.631.681 59 49 898.600 15.290.600 
1'.2001. IANJUNG SARI 14.392.000 IS.813.4S5 13.394.083 84,70 1.394.300 15.786.300 
12.2003 TOKO REJO 14.392.000 S4.Z34.S6'i 20.248.222 37 33 2.107.800 16.499.800 
12.2004 SUMOER"5RI 14.392.')()() 5.328.957 4.147.308 77 83 431.700 14.823.700 
12.2005 SUICAMAJU 14.392.000 15., 48.201 15.321.63S 9918 1.59S.OOO 15.987.00Q_ 
12.2006 SRIICATON 14.392.000 35.703.226 24.781.093 69 41 2.579.700 16.971.700 
12.2007 UMAN SARI 14.392.000 14.!146.369 178.946 127 18.600 14.410.600 
12.2008 SUMOER llARJO 14.392.000 11.177.530 9.499.577 84 99 988.900 15.380.900 
12.2009 SUMBER MULYA 14.392.000 16.023.386 11.701.410 73 03 1.218.100 15,610.100 
12.2010 Kf\RANG TtNG/\H 14.392.000 15.S43.8SS 13.311.S60 8564 1.385.700 15.777.700 
12.2011 UANGUN HARJO 14.392.000 10.620.761 8.S14.S39 8017 886.400 IS.278.40Q_ 
12.2012 TAM8AK80YO 14.392.000 22.500.543 14,455.273 64 24 1.504.800 15.896.800 
12.2013 PENGANOONAN 14.392.000 8 .623.463 4.S67.861 52 97 47S.500 14.867.SOO 
12.2014 REJO 01101 14.392.000 18.~60.320 7.391.872 4004 769.SOO 15.161.500 

Hu.,v M.,daug 12.2015 SUKOllARJO 14.392.000 13.1S2.788 9.075.943 6900 944.800 15.336.800 
l/ 

SIJMEO/\NG S/\RI 14.392.000 S.663.709 5.S12.S75 97 33 573.900 I uru u 12.2016 14.965.900 
12.2017 IIOWOOAOI 14.392.000 2.892.392 2.1!92.392 100,00 301.100 14,693.100 
12.2018 SUKOOAOI 14.392.000 3.906.S07 3.906.S07 10000 406.700 14.798.700 
12.2019 KIJMPUL REJO 14.392.000 17.84S.632 14.036.910 7866 1.461.200 15.8S3.200 
12.2020 MCTROREJO 14.392.000 10.10S. ISO 10.106.523 10001 1.052.100 1S.444.100 
:2.2021 t(COU U.392.000 9 ,665.269 8 .1S3.467 8~ 65 848.800 1S.240.800 
12.2022 HOUNGREJO 14.392.000 10.343.99S 4.152.752 40,15 432.300 14.824.300 
12.2023 BANYUM/\S ASRI 14.392.000 9.388.035 5.506.233 51165 S73.200 14.965.200 
12.2024 GUMIJK REJO 14.392.000 2.781.060 2.781.060 10000 289.SOO 14.681.500 
12.2025 TANJUNG MULY/\ 14392.(00 7.789.076 6.409.504 8 2 29 667.200 15.0S9.200 
12.2026 RAMANAGUNG 14.392.000 12.032.659 8 .915.054 74 09 928.100 15.320.100 
12.2027 8UKITMAS \4.392.000 u.s3u.66!l 8 .787.908 7617 914.800 15.306.800 
12.2028 T/\NJUNG AGUNG 14.J92.000 5.107,120 5.107.120 10000 531.700 14.923.700 
12.2029 OlRASAN MULY/1 14.392.000 14.S37,62S 12,945.689 8905 1.347.600 15.739.600 
12.2010 SUMBCRTAHI 14.392.000 1 .521.849 3.01 :.224 85,50 313500 14.705.500 
13.2001 Bf\NOING AGUN(l 14.392.000 10.!,14,5S2 7.190.354 6S 76 748.500 1S.14-0.SOO 
13.2002 NIKAN U ,392.000 11.878.261 1.367.3S0 11 S1 142.300 14.S34.300 
13.2003 SURABAYA 14.,92.000 22.779.l57 10.205.634 ~80 1.062.400 IS.454.400 
13.2004 WANA 0/\KTI 14.392.000 61.262 .874 28.768.636 46.% 2.994.800 \7.386.800 
11.2005 llATU MARTA 'II 14. 397,.000 52.888.S77 32.137.109 60 71> 3.345.SOO 17.737.500 

Ji M .1(1,u 1;: ',u~•J llf 
13.2006 KAftYfl MAl(MUR 14.397.000 44.205.347 \7,372.746 1HO 1.808.SOO 16.200.500 
IJ.1007 BINA /\MARTI\ 14,392,000 49.266.053 27.720.251 56 27 1.885.700 17.277.700 

c.2.},?0011 ~UK/\ OAM/11 14.392.000 42.066.032 4.596.515 10,91 478.SOO 14.870.SOO 
13.7009 II/\ fU Mf\llTA )( 14.397.000 39.97!J.161 lS.816.~Sl 64,58 2.687.SOO 17.079.500 
JJ,2010 MAflfA V /AVA 14.392.000 1,257.371 1.257.371 10000 130.900 14.S22.900 
M,/001 T MIJIJNG l(IJKl/11 i4.392.00(J 20,815.SIO S.713,7S6 17,45 594.800 14.986.800 
14 21J(J] Of IUNG 14,392.000 16.314.'IIO 8 ,04\.188 49 29 837.100 15.229.100 
11J(!(?.3 TANJUNG MAS 14.J<J2.000 1.&18.ll8 1.648.328 10000 \71.600 14.563.600 
14.2004 MEN/\NG4 8($/IH 14.392.000 9 .392.859 6 .~8.846 69 lO li77.600 15.069.600 
14.2005 MENIING4 TENGAII 14.392,000 4.717.776 4 ,807.072 IOI 89 S00.400 14.892.400 

I~ 
'-1l' fll'.,' fl() ,1W,lt 14.2006 ADU MANIS 14.392.000 6.105.449 3.148.421 SI 57 327.800 14.719.800 

lt, ir·,H 14.2007 su~ ... N(GERI 14.39i,()()() 6.776,568 5.4S1.BOO 80 45 567.SOO 14.9S9.SOO 
14.2008 KANGKUNG 14,392.000 2.773.495 2.773,495 10000 288.700 14.680.700 
14.2009 SHI 1/\N)UNG 14.391.000 3.S9U34 2.904.145 8082 302.300 14.694.300 
14.1010 KANGKUNG lllll 14.392.000 4.023.833 2.060.S34 51 21 214.500 14.606.500 
M.2011 l!ErUNG IIMUJI - 14.392.000 IU92.000 4.746.66S 0,00 
14.2012 M[N/\NG/\ SARI l~.392.000 1.919.675 1.919.67S 10000 199.800 14.591 .800 
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I\ICIKI\SI 01\SAII PAJAK PER•DfSA 
TAR/JET RCAllSASI CAPAIAh (r,I ALOKASI 

--:-:~- ;--------;;-;-------t--"'.'""--+-----+-----J------1-_f'Q!J-·Mll!L.•L+------i -- ( JJ},. _ _!:2....- -t .. • 'i'.':-! ,_.;;;:~-;,~ ,~l"::: ;.'ff.-;:~ ':':.~T'::-l::-;:/~':':':--; ":~ -::'!". --. -,_, --. ____ --1-1-____ ,_,..!.~(';;,I ,,,.,..,._~~-.!.:!/SJ /Ii} /1J fl} (9)• (4J•fl/ 
1 i, JOO, K1'MNCl Mfl./\11 II l'2,000 )7,71::'.6:-,:l:0~1~--l:-:l:-:,,:-:::nu": .. ,~ ::'02:-t--:-70::-:,62:-+--:1-,::.3::-07;-.:::500::;:-11---,::175-:;,6:;:99°,"'SOO:;;:;-t 

1'1 JIMl/ Kl\111\N(i Ml NI.IINOI\N lt3'/J,1H1 W,Hl0,727 IO,O'n,449 ◄8 SI 1.051.400 15,443.400 
1'• 1(J(ll Kl\111\NU ANYl\11 14,lVtO()() IJ,401.2JI 10.2l0,J4~ 76 3~ 1.065.000 15.457.000 
I~ 7()04 I UI UNO 11/lftAPAN ---t---:1"='4,'=-3~=:2~.000~+--..:1~1.~6::.llll;:.,!161~+----=-1.os_8 ..... )_) .... 7--ss"'6""le-----7,-34- .-800.,.,..,,.__,,,l ""s .""12""6'"'.aoo""'"' 

l ~,/00) KOT/I IAN ... 11 14.l~l.000 11.691910 8.0S9.97l 63 50 839.000 1S.2ll.OOO 

t7ol ~f.Z;-;IOOll~t ;N;;-lll:;:Wtil\N:":IA±-::~----+---!.:l 4~,,~?~2 ,~CXX.,~1--!!'A~.()'!j2(1;,.,9a,;l;,..7-+---""35;;.;1a.a,Oa.a:H-"'ft-t-----'1"'2_5_ -1 ____ 1_6_.5.,.00--+----1_4._42...,8,..,.500,-,,e-t 
1,;' 't:l,2;f,()(;;:l?;;-f;R~U;";RN:';. 11~1 :'7:M;-':U-;-l,Ya;.ll,.._ ___ +---:'~4;;;,l~92~,,000~~-_;9~,6~)~3,;.4l!364-_....,.~22~4~, 1~30:!..J.._,,.~2 l._,,l,,__+-----::""2 3,,_.3;;;00,;;+--:'1~4,~41~5--:.3~00=-t 

l ~,20011 KO!" MULYA 14,392.000 7.)25.845 7,315.845 IUO 00 762.600 15,154.600 

111Hyf 

IS 1009 RUNCllN JAY.-, 14 191,000 1,214,081 1S3.191 6 92 1S.900 IH07.900 
I !• 7010 IIIJ~No\l JAVA 14.391.000 7,401,191 6.011,719 11 21 625. .. 800 lS.017.800 
IUOII Ml/llll Jr,Yr, 14,39U>OO 14, 256.529 ft.589.065 f,0 2', 1194.100 15.286,100 
l ~.1111~ Ml'll\ll lAYA M,l'l2,<X>0 17,07.8.440 16,369,94'1 9S 85 1.704.100 16.0%.100 
l~.JOIJ KI\HAN(l Ml/lYII 1◄,30l.OOO JS.909,161 12.656.578 79 56 1.317.500 15,709.500 
I \, 1014 WANA~'-111 \U97,000 9 932,357 7.0S0.571 70 99 734.000 15.116.000 
I~ 1111 ~ HMAPAN Jf\VI\ 14,191,000 7,541.051 144,239 I 91 15.000 14.407.000 
1~.7016 Mll/111 AGUNCi 14.1?2.000 18,151.471 17.952.0SB 98 90 1.868.800 16.260.800 
l~.W1 7 WI\NII MMMlln 14,392.000 8,731.615 87,195 1 00 9.100 14.◄01.100 
I S 1018 llhWIINCi llkAR )4,ll/1.000 B.J49.G72 21!>,581 2 63 22.900 14.414,900 

_ _ _ -··--t.;.1.;;.~_,,10;;.1;;.:9'-r(A:.;.n"'v~A;.;D:;.ll;,;;k:.;.ll'-----4- __ 1_◄_.>.;;.?1_,ooo=-+---•-•aan;.,;11_.2_a_1+-___ a .... 1 .. 2& __ .2_a_, -+-_100_.,oo.,..._,. _ _ _ ..,84=6 . .,.2,,,oo,.,._.....,1,_,s-:.2=J.,,.a,~200=1 
.lb 7001 IIIYAPURA 14 391.000 17.712.311 3.247.◄09 11 93 33'-100 14.730.100 
16 1002 SUNG/I MAY/ING 14,392.000 28,081.100 17,451,185 62,15 1.816.700 16.208.700 
lb.2003 WAY SIILI\K 14,ln.ooo 7,82].506 5.615.038 71 n 584.500 14.976.500 

1.ty~pura 1-11.,., . .,.100◄ ____ M_l_N_OA_1_1 _____ -9- _ l◄.ln.ooo 22.65'9.610 8.776.178 38,73 913.600 1S.30S.600 
1--16_._2oo ___ s+1 .. v_M_1_111_v_11 _____ -+1 1◄.ln.000 27.472.174 12.573.898 45 77 1.308.900 15.700.900 

lb.2006 CONOONG 14.392.000 17.7114.2S6 9.635.270 54 18 1.003.000 15.395.000 

~ l;;;h',a,200c"-'7+.'Pl..,11"-ll;;;.CA..,Ka,J;;_ll;.;.YA;.;... ___ -4• __ l;-'4"i,]~1~2,':,000~t---14.,,..,;,4+4.-;,;;·3;,;7~4+---1'=2'::,3~35:'.9;;.;1;,:7+ .... 8:-:5~4::-0- f---1..,,2,.,84.,, . .,.200.,.,...t-_ _ 1 __ 5..,.6,,.76.,,. . .,,200:"!""1 
lb 7110ft KAMllf\NO 10?2,000 7.62'4.111 3,053.63) 40 05 117.900 14.709,900 
17.7001 RrJOSIIAI 14.392.(1()1) 17.039..461 16,379.199 !)6 13 l.715.100 16.0!l7.100 
17.2002 5100 REIO 14.392.000 23142.696 16,106.841 69 60 l.676.700 16,068,700 
17.2003 IIIINJAII REJO 14.392.000 18.838.675 7.So7.004 40 17 787.700 lS.179.700 
17.2004 PANCA TUHGGIII l4,l?l,000 31.1131.230 17,974.417 )6 47 1.871.100 16.263.100 
i1:roo; MAIIGO KOYO -· 14.392.000 ll,834.28l 9.168.,10 7147 9S•UOO 15.146.AOO 
17,200(, Sl/MOEA AGUNG 14.392.000 21.◄90.510 16,154,996 75 17 1.681,700 16.073,700 

II Ul'i,t•tt~ J,1y1 17,7007 KARSA JAVA 14 392.000 17,158.835 11.812-481 68 84 1.229.700 15.621.7CO 
17.2008 WINOUSI\RI 14.392.000 IU72.950 11.159.069 77 10 1.161.700 15.553.700 
17,7009 KIIAVII MAKMUn 14.nz.ooo 31.083.,37 24.1170.%4 80 01 2.SS!l.100 16.981.100 
17,7010 GIRi MUlVO 14,392.000 ll.55e.318 8.750.472 75 71 910.900 15.302.900 
17.7011 MI\Gl/GONOO tonooo 10,247,286 7.968.026 77 76 829.500 15.221,500 
17,2012 ARGOMl/LYO 14.392.000 7,162.3118 3.289,798 45 93 342.500 14,734,500 
17.7013 REJOSARIJAYA 14,392.000 16.990.911 13,253.729 7800 1,379.700 15.771.700 
111.2001 T\JGU MULYO 14,lOl.000 2"409.386 12,286.138 46,52 1.2n.ooo lS.671.000 
18,1002 BANGSI\ NEGIIRI, 14,392.000 8.798.778 4.198.216 47 71 437.000 14,829.000 
18.2003 TUGU ! ♦ARUM 14,392.000 37,662.193 19.537.398 Sl 88 2.033.800 16.425.800 
182004 TULUS AYU 14,392.000 23.922.231 19.097,792 79 83 1.988.lOC, 16.380.100 
18.2005 YOSOWINo\NGl/N 14.392.000 15.84.4.130 9.176.096 57 91 955.200 15.347,200 
18.2006 ICARANG 81NANGUN 14.392.000 16.038,420 13.465.020 SI 71 1.401.700 15.793.700 
11.2007 JATI MULYG I 14.392.000 16,079.530 7,750.940 48,20 806.900 15.198,900 

1H 
llrlllnng 18.20011 PANOAN SARII l4,392.000 17.768.1!>1 12..418.474 69 89 1.292.800 1S.684.800 

M•d•nR RoyA r.'lM:''=:20?.'=0!ltP:-:£-;:ll::':Tf:A:':JA~Y::'A:-----11--IA:'f:.a::9~2'::,000:=-t---:2~2.-:◄1::-:7::'.0;:2;:8-t-_..;l'-:6";.A::;267.~02=':2:+~7:eJ:".l~S~-+---l::·-:;71:-;1:':.000:=+---;;16;:·;:l0,::,3,.::.000~ 
18,2010 MEK/111 J,_VI\ 14.392.000 17.220.331 4,034.712 23 43 420.000 14.812.000 

l-!l::,8,a:;20~1:,:l~lU:,:B:.,ll;,;;K;.;.H,:,:,A:.:,;Rl:,:0::.... ___ -+-___ 14.:.:..3::;,;9:.::2;;;.ooo~+---;l:.::0-;.0~25:'.,:'98~1+-...,.::6;;.;.9:.::1:;6·:;S,:'18;+_;:;;68;,:,·9::;,;9;_+--n_= o-::,ooo=,_--1:-:S:--,. l:-::l=2..,.000~ 
18.2012 TANIIII M[ft/111 14,392.000 91.412.294 41.162.370 45 03 4.285.000 18.677.000 
111.2013 RANTAU IAYA 14.392,000 31,220.550 15.592.909 49,94 1.623,200 16.015.200 
18,2014 TCOING SAAi Mll LVA 14.392 000 74,7S7,13S 73.286.407 --· 98 03 7,629.100 22.021.100 
18.2015 MARGA CINTA 14,392,000 10,577.339 ; .755,602 7332 807.400 15.199.400 
18.7016 KAIIANG RINANGUN II 14,392,000 17,332,748 8.514,966 49 13 886.400 15.278.400 
191001 SARI GUNA 14.392.000 5.018.252 4.419.579 88 07 460.100 14.852.100 
19,2002 ~100 WALUYO 14,392.000 7.120.022 5,695.648 79 99 592,900 14.984,900 
1~.2003 Sl/G1H WARM 14,392.000 8.270.698 5,162.560 62 47 537.400 14.929.400 
19.2004 REJO SARI 14.392.000 15,927,548 7,517.546 47 20 782,600 15.174,600 
19,2005 PETANGGAN 14.392.000 15.651.020 622.956 3.98 64.800 14.456,800 

19 I 1~.200G PURWOOAOI 14.392.000 35.210.405 22,040.699 61 50 2.294.400 16.686.400 

Be ll,>n« Muly~ ~~l9~.2~oo~i1fs~R;1 ~M~ll~LY~o~;,~=======~~===1~•H·3~g~2~.ooo~~i===~1¾2.~34~1~,9~3~2qt===~7~.48~¾l.~99~2~~==60~~64~~=~t:::;~77~9~.1goo§~====~1is.~11~1~.1¥.oo~ ~ 
19.2008 ULAK Bl/NTAA 14.392.000 28.635.131 17,384,777 60 71 1.809.800 16.201.800 
19,200') SRIBUOAYA 14,392.000 8.533.373 5.565.544 65 46 581.500 14.973.500 
19.1010 Sl/KOHARJO 14.392.000 6.700.209 4 ,004,408 59 77 416.900 14.80S.900 
19.,0II TIJLUNG SARI 14,392.000 11.2111.431 8.670,639 77 29 902.600 lS.29£.600 
191017 Ml/LYII S~RI U .14) 000 J.011,570 3.!188.S70 10000 41S.200 1◄.1!07.200 
l0.2001 SRI OUNGA 14,392,000 6.000,830 6.060.830 100 00 630.900 15.022.900 

20 Ou'' • 1,,,,,,u• · i-f-~,o~,~200~~2ill~N~V~A~R~~~li□I:::::==~~===1~4~,3~9~2~.ooo~~i===J!9,~2§9'~-~21~1q~===~~9~7~0~.99tl~i==~10§4~5g:~~===:r~li0lt.§100~~~===jlj'·~'~93t.~100~tj , •• 20.1003 PANO/IN SARI II 14.392.000 16,109.694 16,109.694 100 00 1.677.000 16.069.000 
II•"~'" IIJla 70.2004 RAWASAAI 14.392.000 4.367.529 4.367.S29 10000 45-4.700 14.1146.700 

20.200S ~URYA MEN/ING 14.392.000 2.227.298 2.227.298 10000 231.900 14.623.900 
20.200fi ~UNCAK IWIAU 14.37!1.920 11.987,434 18,987.434 100 00 1,976.6t0 16.356.600 
20,2007 SRI Dl/UIN 14.391,000 14.972.819 14,972.819 100 00 1.558.700 15.950.700 

._ 719.1144.000 


